SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBIK INDONESIA

NOMOR 878/SEK/SK/VII/2022

TENTANG
PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN
BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK IN DONESIA,

Menimbang

a. bahwa penguatan akuntabilitas kinerja merupakan
salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka
reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan
yang bersih dan bebas dari kolusi korupsi dan
nepotisme (KKN), meningkatkan kualitas pelayanan
publik kepada masyarakat, serta meningkatkan
kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi
akuntabilitas kinerja di lingkungan Mahkamah Agung
RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, diperlukan
pedoman untuk menyamakan persepsi dan
objektivitas dalam melakukan penilaian;

c. bahwa Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung
RI Nomor 20A/SEK/SK/IV/2016 tentang Pedoman
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan
Mahkamah Agung Rl Dan Badan Peradilan Di
Bawahnya perlu diganti agar dapat mengakomodir
kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah
dan pesatnya kemajuan teknologi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah
Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah
Agung Rl dan Badan Peradilan di Bawahnya.



Mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang -
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum;

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005, tentang
Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



MENETAPKAN

KESATU

KEDUA

10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005, tentang
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

11.Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

12.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:
KMA/018/SK/IlI/2006 tentang Organisasi dan
Ketatalaksanaan Kepaniteraan Mahkamah Agung
Republik Indonesia;

13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor:
MA/SEK/07/SK/IlI/2006 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik
Indonesia,;

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 88 Tahun
2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI
TENTANG PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN
BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

Menetapkan Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di
Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan
Badan Peradilan di bawahnya sebagaimana tercantum
dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Menetapkan format dan isi laporan hasil evaluasi (LHE)
akuntabilitas kinerja sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

Menetapkan lembar kerja evaluasi (LKE) akuntabilitas
kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja pada unit kerja Eselon I
dan Pengadilan Tingkat Banding.

Pengadilan Tingkat Banding melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja pada unit kerja Pengadilan Tingkat
Pertama di wilayah hukum masing-masing.

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melakukan
pemantauan dan supervisi atas pelaksanaan evaluasi
akuntabilitas kinerja.

Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dengan
menggunakan teknologi informasi paling lambat
dilaksanakan tahun 2023.

Pada saat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI ini
berlaku, maka Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor 20A/SEK/SK/IV/2016 tentang Pedoman Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI
dan Badan Peradilan di bawahnya, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggall2 Juli 2022

WA N

¥iS MAHKAMAH AGUNG
RERUBLIK INDONESIA,




LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR  :878/SEK/SK/VII/2022
TANGGAL :12 JULI 2022

PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN
BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Pengertian
Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat
AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi
pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

2. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian
nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta
pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan
akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya
disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas,
alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan
pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran,
dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi pemerintah.

4. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah laporan
yang menyajikan simpulan atas implementasi SAKIP dan rekomendasi

yang perlu ditindaklanjuti.

B. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program
yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas
pelayanan publik kepada masyarakat, dan ineningkatnya kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan
dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
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Untuk mengetahui sejauh mana Mahkamah Agung RI dan Badan
Peradilan yang berada di bawahnya mengimplementasikan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus
untuk mendorong adanya peningkatan kinerja Mahkamah Agung RI dan
Badan Peradilan di bawahnya, maka perlu dilakukan suatu evaluasi
implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Mahkamah
Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya secara konsisten
meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja
(hasil) instansinya sesuiai RPJMN.

Pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP ini, disusun sebagai
pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksudkan untuk
memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP dan saran perbaikan
dalam meningkatkan kinerja dan penguatan akuntabilitas Mahkamah
Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya sesuai dengan prioritas
program pemerintah saat ini. Oleh sebab itu pelaksanaan evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan bagian yang
inherent dengan SAKIP harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, untuk
melaksanakannya diperlukan adanya Pedoman Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang
Berada di bawahnya.

. Kerangka Logis Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP diawali dengan perumusan tujuan evaluasi, kemudian
dilanjutkan dengan penentuan ruang lingkup evaluasi, perancangan
desain evaluasi, menentukan mekanisme pelaksanaan evaluasi, diakhiri
dengan pelaporan dan pengomunikasian hasil evaluasi. Kerangka logis

evaluasi AKIP secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

PERUMUSAN TUSUAN EVALUAST

k8

S

i -1
BENENTUAN RUANG LINGKUP EVALUASI |

-

FPERANCANGAN DESAIN EVALUASI

INSTRUSIEN DAN ALAT

MEKANISME PELAKSANAAN EVALUASE

FELAPORAN DAN PENGOMUNIKASIAN HASIL EVALTAS]



D. Tujuan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh
mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong
peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil,
sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja di Lingkungan
Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya untuk
berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian Kkinerja (hasil)
yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Evaluasi akuntabilitas kinerja adalah aktivitas analisis yang
sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan
permasalahan, serta pemberian sohisi atas masalah yang ditemukan untuk
tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di Lingkungan
Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.

Tujuan evaluasi adalah sebagai berikut:

a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.

b. menilai tingkat implementasi SAKIP.

c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja unit kerja di Lingkungan
Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.

d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP
di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.

€. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode

sebelumnya.

E. Ruang Lingkup
Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh
Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI untuk unit kerja Eselon I
dan Pengadilan Tingkat Banding, serta dibentuk oleh Ketua/Kepala
Pengadilan Tingkat Banding untuk unit kerja Pengadilan Tingkat Pertama.
Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi
SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka
panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja
jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja,
pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada
pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.
Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup antara lain:
1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai
untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;



. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah
menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai
kinerja;

. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas

pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya
perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam
penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan

kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk
efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja

lainnya.



BAB II
PERANCANGAN DESAIN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Informasi pertanggungjawaban kinerja yang diungkapkan dalam
dokumen laporan kinerja bukanlah merupakan satu-satunya informasi yang
digunakan dalam evaluasi AKIP. Perencanaan kinerja perlu menjadi perhatian
utama dalam evaluasi AKIP diantaranya dengan melihat perubahan yang lebih
baik dalam perencanaan kinerja berdasarkan hasil kinerja sebelumnya.
Informasi terkait kinerja lainnya dapat digunakan dalam analisis evaluasi
AKIP, juga termasuk berbagai hal yang dapat dihimpun guna mengukur
keberhasilan atau pun keunggulan instansi. Cakupan informasi jika dilihat
dari kepentingan pihak-pihak pengguna informasi hasil evaluasi, antara lain:

1. Informasi untuk mengetahui tingkat kemajuan/perkembangan (progress);
2. Informasi untuk membantu agar tetap berada pada alurnya (efektif); dan
3. Informasi untuk meningkatkan efisiensi.

Kendala - kendala yang secara umum dihadapi oleh evaluator dalam
melaksanakan evaluasi AKIP antara lain sempitnya waktu, terbatasnya
anggaran, minimnya orang/aparatur yang kompeten, jauhnya lokasi, dan
kurangnya fasilitas pendukung pelaksanaan evaluasi. Sesuai dengan
perkembangan jaman, salah satu cara mudah mengatasi hal-hal tersebut
adalah dengan membangun sistem aplikasi evaluasi AKIP berbasis web.
Namun demikian, persiapan yang matang sebelum melaksanakan evaluasi
merupakan salah satu strategi/upaya yang harus dilakukan untuk menjaga
kualitas evaluasi, yaitu dengan menyusun desain evaluasi yang optimal agar
pelaksanaan evaluasi dapat berjalan dengan maksimal.

Desain evaluasi pada intinya mengidentifikasikan jenis informasi yang
perlu disesuaikan dengan tujuan evaluasi, misalnya: deskripsi, pertimbangan
profesional (judgement), dan interpretasi. Jenis pembandingan yang akan
dilakukan harus disesuaikan dengan jenis penilaian (penilaian
kelayakan/progress, penilaian efektivitas, dan evaluasi efisiensi) yang masing-
masing memerlukan jenis pembandingan yang berbeda, sehingga memerlukan

desain evaluasi yang berbeda.

Elemen-elemen dalam desain evaluasi yang harus dipertimbangkan
secara spesifik dalam pengumpulan informasi, antara lain:
1. Jenis informasi;
2. Sumber informasi;

3. Metode pengumpulan informasi;



Waktu dan frekuensi pengumpulan informasi;
Pembandingan hasil analisis informasi (dampak atau hubungan sebab -
akibat); dan
Analisis perencanaan.
Berdasarkan pertimbangan di atas, desain evaluasi AKIP yang perlu

dibentuk setidaknya memenuhi kebutuhan berikut:

A

Sumber Daya, Instrumen, dan Alat Evaluasi AKIP
Pengorganisasian evaluasi AKIP bertujuan untuk mempersiapkan
kebutuhan sumber daya manusia (SDM) evaluator, perencanaan evaluasi,
pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian evaluasi.
1. Kebutuhan SDM Evaluator
Hal terpenting dalam evaluasi AKIP adalah ketersediaan SDM yang
memenuhi persyaratan sebagai evaluator sesuai dengan standar dan
kode etik evaluator. Dengan semakin banyak SDM yang memenuhi
standar dan mematuhi kode etik, akan terbentuk tim yang berkualitas
yang dapat menjadi pemicu utama keberhasilan mewujudkan hasil
evaluasi AKIP yang berkualitas.
2. Perencanaan Evaluasi AKIP
Perencanaan evaluasi AKIP merupakan kunci penting dalam
keberhasilan pelaksanaan evaluasi, karena memberikan kerangka kerja
(framework) bagi seluruh tingkatan manajemen evaluasi dalam
melaksanakan proses evaluasi. Secara garis besar, terdapat beberapa
hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan evaluasi
AKIP, yaitu:
a. lIdentifikasi pengguna hasil evaluasi;
b. Pemilihan pertanyaan evaluasi yang penting;
c. Identifikasi informasi yang akan dihasilkan; dan
d. Identifikasi sistem komunikasi dengan pihak yang terkait.

Berdasarkan perencanaan evaluasi, evaluasi AKIP dapat
dikategorikan kedalam beberapa tingkatan evaluasi, yaitu:
a. Evaluasi Sederhana (desk evaluation)
Evaluasi AKIP sederhana hanya dengan menelaah dokumen
ataupun informasi lain yang tersedia atas implementasi SAKIP.
Tanpa menguji kebenaran atas pembuktian di lapangan melalui
reviu atau wawancara langsung kepada evaluatan.
Evaluasi ini dapat meliputi pengungkapan dan penyajian informasi
kinerja dalam dokumen Laporan Kinerja, dokumen Rencana
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Strategis, dokumen Perjanjian Kinerja, dengan melakukan telaah
misalnya, keselarasan antar komponen dalam perencanaan
strategis, logika pelaksanaan program, dan logika strategi
pemecahan masalah yang direncanakan/diusulkan, serta
keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.

b. Evaluasi Terbatas
Evaluasi ini menggunakan langkah-langkah pada evaluasi
sederhana, hanya saja ditambah dengan berbagai konfirmasi,
pengujian, dan peénelitian terbatas pada komponeén akuntabilitas
kinerja tertentu. Misalnya, evaluasi untuk mengetahui tindak lanjut
atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP sebelumnya atau evaluasi
untuk mengetahui akuntabilitas kinerja yang terbatas pada
penelitian, pengujian, dan penilaian atas kinerja pelaksanaan
program tertentu.

c. Evaluasi Mendalam (in depth evaluation atau disebut “Evaluasi”
saja)
Evaluasi ini merupakan pendalaman dari evaluasi sederhana dan
evaluasi terbatas yang ditambah dengan pengujian dan pembuktian
di lapangan, baik dari praktik nyata atas implementasi SAKIP
maupun kombinasi dengan hasil wawancara mendalam. Evaluasi
AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP secara mendalam tidak
harus dilakukan terhadap seluruh elemen, unit, atau pun
kebijakan, program, dan kegiatan pada Mahkamah Agung RI dan
Badan Peradilan di bawahnya. Evaluasi dapat dilakukan dengan
pengujian dan pembuktian secara lebih mendalam terhadap uji
petik (sampling) atau pernilihan beberapa elemen, unit, atau pun
kebijakan, program, dan kegiatan.

B. Metode dan Teknik Evaluasi AKIP
1. Metodologi Evaluasi AKIP

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah

kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan

mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan)

karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan

dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator

perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan

dilakukan, serta kendala yang akan ditéemukan dalam evaluasi kepada

pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih

cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP



sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang
meningkatkan akuntabilitas kinerja.

. Teknik Evaluasi AKIP

Berbagai teknik evaluasi yang dapat digunakan secara umum untuk
memenuhi tujuan evaluasi, antara lain telaah sederhana, survei
sederhana, survei yang detail dan mendalam, verifikasi data, riset
terapan (applied research), survei target evaluasi (target group),
penggunaan metode statistik, penggunaan metode statistik non-
parametrik, pembandingan (benchmarking), analisis lintas bagian (cross
section analysis), analisis kronologis (time series analysis), tabulasi,
penyajian pengolahan data dengan grafik/ikon/simbol-simbol, dan
sebagainya.

Teknik evaluasi yang akan digunakan oleh evaluator dalam evaluasi

AKIP akan beérgantung pada:

a. Kedalaman evaluatan (Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di
bawahnya) dalam memahami dan mengimplementasikan SAKIP;

b. Tingkatan tataran (context) yang dievaluasi dan bidang (content)
permasalahan yang dievaluasi. Evaluasi pada tingkat kebijakan
berbeda dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan program. Begitu
juga evaluasi terhadap pelaksanaan program berbeda pula dengan
evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

c. Validitas dan ketersediaan data yang mungkin diperoleh.

Beberapa teknik dalam evaluasi yang dapat digunakan dalam

pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain:

a. Chekclist Pengumpulan Data dan Informasi
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan
menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi
yang akan diisi dan dipenuhi oleh unit kerja pada Mahkamah
Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya secara mandiri.
Checklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen,
data, dan/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi
AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden)
dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

b. Komunikasi Melalui Tanya Jawab Sederhana
Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang
dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada
penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia

data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dapat
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dilakukan dengan wawancara secara langsung, maupun melalui
media telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon, chat, ataupun
digital meeting. Dalam hal ini, sebaiknya disiapkan terlebih dahulu
jadwal dan catatan mengenai hal-hal atau materi yang akan
ditanyakan. Hal penting lainnya yang harus dipersiapkan antara
lain sikap, penampilan, dan perilaku yang mengarah untuk dapat
bekerja sama.

Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan
melakukan pengamatan terhadap suatu aktivitas. Observasi di sini
dimaksudkan dalam pengertian sempit, yaitu observasi dengan
menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi dalam rangka
mengamati proses dan jalannya aktivitas.

Studi Dokumentasi

Merupakan teknik mengumpulan data dan informasi yang tidak
secara langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari yang
dievaluasi, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan
perundangan dan media informasi baik cetak maupun
elektronik/digital.



BAB HI
MEKANISME EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Mekanisme evaluasi AKIP dapat dikelompokan dalam beberapa tahapan,

antara lain pendokumentasian, analisis, dan interpretasi data dan informasi

yang diperlukan dalam evaluasi AKIP, pembahasan dan penyusunan

rancangan LHE, reviu rancangan LHE AKIP, serta pengendalian evaluasi AKIP,

seperti gambar berikut:
. Pendokumentasian |
Data
Analisis Data
Interprestasi Data &, | Pembahasan dan Penyusunan, | .
terpres v Rancangan LHE Pemantauan Berkefaniutan
Reviu Rancangan LHE - Pengendalian Evaluasi

1. Pendokumentasian, Analisis, dan Interpretasi Data

Aktivitas utama dalam pelaksanaan evaluasi adalah pengumpulan
dan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya melalui Lembar Kerja
Evaluasi (LKE). Hal ini sesuai dengan tujuan evaluasi yaitu untuk
memberikan keyakinan bahwa implementasi SAKIP yang telah dilakukan
oleh unit kerja pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di
bawahnya telah memadai, kemudian dapat diberikan saran atau
rekomendasi guna meningkatkan AKIP.

Pembahasan dan Penyusunan Rancangan LHE

Sebelum rancangan LHE disusun, dilakukan pembahasan oleh tim
evaluator, termasuk pengawas (supervisor) dan penanggung jawab atas
informasi hasil evaluasi yang diperoleh tim evaluator. Rancangan LHE
harus disusun oleh ketua tim dan setidaknya memuat:

a. Nilai/Predikat Hasil Evaluasi

b. Kondisi

c. Rekomendasi

Meskipun sebelum penyusunan rancangan LHE telah diadakan pertemuan
pembahasan di internal tim evaluator, dalam penerapannya perlu
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dilakukan pembahasan rancangan LHE bersama-sama dengan tim yang
lain.
3. Reviu Rancangan LHE AKIP
LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan
hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja pada unit kerja yang
dievaluasi. Permasalahan atau temuan sementara hasil evaluasi (tentative
finding) dan saran perbaikannya harus dapat diungkapkan secara jelas dan
dikomunikasikan kepada pihak unit kerja yang dievaluasi untuk
mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan bahkan perbaikan
secukupnya. Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum
penulisan laporan yang baik, antara lain penggunaan kalimat yang jelas
dan bersifat persuasif untuk perbaikan, tidak menggunakan ungkapan
yang ambigu sehingga membingungkan dalam proses penyimpulan dan
kompilasi data. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan
data hasil evaluasi, menyimpulkan, dan menuangkannya dalam LHE.
Setelah rancangan LHE disusun oleh ketua tim evaluasi, dilakukan
reviu draft LHE secara berjenjang oleh pengendali teknis dan pengendali
mutu untuk memastikan objektivitas serta kesesuaian standar kualitas
LHE, sebelum akhirnya LHE ditandatangani oleh penanggung jawab
evaluasi.
a. Finalisasi LHE AKIP
Penyusunan LHE merupakan tahap akhir dalam pelaksanaan
evaluasi. Finalisasi LHE ditandai dengan penandatanganan LHE oleh
penanggung jawab hasil evaluasi AKIP, yang dilakukan setelah adanya
reviu berjenjang.
b. Penyampaian dan Pengomunikasian LHE AKIP
Penyampaian LHE sebaiknya dilakukan secara langsung dengan
mengomunikasikan hal-hal yang penting dan mendesak sebagai hasil
evaluasi AKIP yang telah dilaksanakan. Penyampaian dan
pengomunikasian LHE secara langsung juga dapat memotret respon,
tindakan, dan antusiasme dari para pengambil keputusan pada unit
kerja sebagai pengguna hasil evaluasi dalam
memperbaiki/meningkatkan implementasi SAKIP dan mendorong
peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi
hasil mewnijudkan capaian kinerja {hasil) yang telah direncanakan.

4. Pengendalian Evaluasi AKIP
Pengendalian evaluasi AKIP dimaksudkan untuk menjaga agar
evaluasi berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan evaluasi.
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Aktivitas ini perlu dilakukan agar proses evaluasi tetap terarah pada
kesimpulan yang bermanfaat, sesuai dengan target, tepat waktu, serta
tepat biaya.

Pengendalian evaluasi AKIP yang dapat dilakukan antara lain:

a. Melakukan pembahasan berkala interfial tim evaluator;

b. Melakukan pembahasan berkala antara sesama tim evaluator; dan

c. Melakukan pembahasan dengan pihak lain yang terlibat atau
berpengalaman lebih dalam evaluasi (tenaga ahli).

Pembahasan antar evaluator f{anggota tim, ketua tim, pengawas,
dan/atau penaggungjawab evaluasi) perlu dilakukan untuk menjaga mutu
hasil evaluasi, antara lain dengan cara sebagai berikut:

a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing internal tim evaluasi.

b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel lintas tim
evaluasi, untuk menentukan standarisasi nilai dan penetapan kategori
hasil evaluasi.

Hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan tim, perencanaan,

pelaksanaan, dan pengendalian evaluasi, seperti mekanisme penerbitan

surat tugas dan penerbitan LHE tetap mengikuti kebijakan- kebijakan yang
berlaku.
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BAB IV
PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan pada kebutuhan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP,
pelaksanaan evaluasi AKIP dilakukan melalui dua tahapan yaitu yang pertama

adalah tahapan persiapan evaluasi atau yang bisa disebut dengan Pra
Evaluasi dan Pelaksanaan Evaluasi itu sendiri, seperti digambarkan sebagai

berikut:

—_—

Pra Evajuasi AKIP

- Evaluasi AKIP

e —

A. Pra Evaluasi AKIP
1. Tujuan dan Manfaat Pra Evaluasi

Pra Evaluasi AKIP bertujuan untuk memperoleh gambaran awal secara

umum tentang unit kerja yang akan dievaluasi. Sedangkan manfaat pra

evaluasi, antara lain:

a.

Memberikan gambaran pemahaman dasar mengenai kinerja utama
atau peran dasar unit kerja yang akan dievaluasi;

Memberikan informasi tentang fokus prioritas yang menjadi
perhatian dalam evaluasi; dan

Agar dapat merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi secara
berkualitas dan sesuai tujuan.

2. Jenis Data Dan Informasi Yang Dikumpulkan Pada Pra Evaluasi

Sesuai dengan tujuan dan manfaat pra evaluasi, beberapa

data/informasi yang diharapkan diperoleh terkait unit kerja yang akan
dievaluasi, antara lain:

a.

a o0 o

@ oo

[
*

Peraturan perundangan yang mendasari;

Mandat;

Tugas, fungsi, dan kewenangan;

Struktur organisasi;

Hubungan /koordinasi dengan organisasi lain;
Permasalahan dan isu strategis;

Kinerja utama (sasaran strategis dan indikator kinerja);
Aktivitas utama;

Sumber pembiayaan;

Capaian kinerja beserta dengan analisis capaian kinerja;
Sistem informasi kinerja yang digunakan; dan

Hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya.
13



Dalam tahapan pra evaluasi, evaluator hendaknya tidak terjebak
pada pengumpulan data yang terlalu mendetail, karena pada dasarnya
pra evaluasi dititikberatkan untuk memahami unit kerja yang akan
dievaluasi secara umum yang hasilnya akan digunakan sebagai data
awal dalam merencanakan evaluasi.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Informasi Pra Evaluasi

Pengumpulan data dan informasi pra evaluasi AKIP dapat
dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan survei melalui cheklist
pengumpulan data dan informasi, komunikasi melalui tanya jawab
sederhana kepada penyedia data dan informasi, observasi data dan
informasi, atau studi dokumentasi melalui sumber literasi lain seperti
peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun
elektronik/digital. Pengumpulan data dan informasi pra evaluasi AKIP
juga dapat dilakukan dengan melakukan kombinasi diantara beberapa

cara tersebut.

B. Pelaksanaan Evaluasi AKIP
1. Penetapan Variabel dan Bobot Penilaian

Evaluasi AKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah
ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi AKIP tahun
sebelumnya. Data dan informasi yang digunakan dalam evaluasi
merupakan data dan informasi terakhir yang digunakan dalam
implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan. Isu penting yang perlu
diungkap melalui evaluasi AKIP ini, antara lain:

a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk
mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah
menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai
kinerja;

c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian
kinerja, baik keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya
perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar
dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja
berikutnya;

d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan
nyata (dampak) dalam peningkatan implémentasi SAKIP untuk
efektifitas dan efisiensi kinerja; dan

Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian
beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam
14



penerapan komponen-koinponen manajemen kinerja yang meliputi
perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan
evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta obyektif unit kerja
mengimplementasikan SAKIP. Komponen- komponen tersebut
kemudian dituangkan dalam LKE, sesuai dengan kriteria masing-
masing komponen. Variabel- variabel tersebut, yaitu:
a. Komponen
Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
b. Sub-komponen
Dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan
pada setiap komponen.
c. Kriteria
Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap sub-
komponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau
belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.
LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi
dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut:

Berdasar data dan informasi yang dikumpulkan, LKE

kemudian dianalisis, dan digunakan sebagai bahan
dasar dalam menyusun LHE. Variabel dalam LKE AKIP
dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Perencanaan 1. Dokumen 1. Terdapat pedoman  teknis
Kinerja Perencanaan kinerja perencanaan kinerja.
telah tersedia 2. Terdapat dokumen
perencanaan kinerja jangka
panjang.

3. Terdapat dokumen
perencanaan kinerja jangka
menengah.

4. Terdapat dokumen perencanaan
kinerja jangka pendek.

5. Terdapat dokumen perencanaan
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|
|
|
|
|
|
I

|
|

|
|
]
|
|

2. Dokumen

o

7.

aktivitas  yang mendukung'
kinerja.

Terdapat dokumen perencanaan ‘
anggaran yang mendukung
kinerja.

Setiap wunit satuan ke1ja'
merumuskan dan menetapkant
Perencanaan Kinerija

Perencanaan kinerja
telah memenuhi |

standar yang

yaitu
Hiencapai

menggunakan
penyelarasan

baik, |

untuk

{cascading) disetiap |
level secara logls

seria

memperhatikan
kinerja bidang lain |

{crossculiting)

I
J
|
|

[

1.

2.

19.

Dokumen Perencanaan KmerJa
telah diformalkan.

Dokumen Perencanaan
Kinerja telah dipublikasikan
tepat wakiu. i
Dokumen Perencanaan
Kinerja telah menggambarkan
Kebututhan atas  Kinerja
sebenarmya yang perlu dicapai.
Kualitas Rumusan Hasil
{Tujuan/Sasaran) telah jelas |
menggambarkan kondisi ‘
kinerja yang akan dicapai. i
Ukuran Keberhasilan (Indikator |
Kinerja) telah memenuhi |
kriteria SMART.

Indikator Kinerja Utama (IKU)
telah menggambarkan kondisi |
Kinerja Utama yang harus
dicapai, tertuang secara
berkelanjutan (sustainable -
tidak sering diganti dalam 1
petiode Perencanaan Strategis).
Target yang ditetapkan dalam |
Perencanaan Kinerja dapat
dicapai (achievable),
menantang, dan realistis.
Kinerja menggambarkan
hubungan yang
berkesinambungan, serta
selaras antara Kondisi/Hasil |
yang akan dicapai di setiap l
level jabatan (Cascading).
Perencanaan kinerja  dapat
memberikan informasi tentang
hubungan kinerja, strategi,
kebijakan, bahkan aktivitas
dan fungsi lain yang berkaitan
Setiap pegawai memmuskan{
dan menetapkan Pferencanaan
Kinergja.

3. Perencanaan

Kinerja.

telah

untuk mewujudkan

hasit

berkesinambungan f
| 3.

*

1. Anggaran yang ditetapkan tclah

2.

mengacu pada Kinerja yang
ingin dicapai.

Aktivitas yang dilaksanakan |
telah mendukung Kinerja yangl
ingin dicapai.

Target yang ditetapkan MM|
Perencanaan  Kinerja  telah |
dicapai dengan baik, atau |
setidaknya masih on the right |
track. |
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|

8. Setiap Pegawai memahami dan

3

. Terdapat

Rencana aksi kinerja dapat |
berjalan dinamis karena capaian |
kinerja selalu dipantau secara]
berkala. |

perbaikan |
/penyempurnaan Dokumen |
Perencanaan  Kinerja yang
ditetapkan dari hasil analisis

perbaikan kinerja sebelumnya.
6. Terdapat perbaikan
/penyempurnaan Dokumen

~

. Setiap

Perencanaan Kinerja dalam
mewujudkan kondisi/hasil yang
lebih baik. .
unit/satuan kerja |
memahami dan peduli, serta
berkomitmen dalam mencapai
kinerja yang telah direncanakan.

peduli, serta berkomitmen |

: | dalam mencapai kinerja yang
[ |  telah direncanakan. :
| 2. Pengukuran 1. Pengukuran Kinerja | 1. Terdapat pedoman teknis |
Kinerja telah dilakukan pengukuran kinerja dan ‘

|

. Terdapat

pengumpulan  data kinerja. 1

. Terdapat Definisi Operasional |

yang jelas atas kinerja dan cara |
mengukur indikator kinerja. '
mekanisme  yang | |
jelas terhadap pengumpulan | .
data klneqa yang  dapat |

| 2. Pengukuran Kinerja | 1. mepman selalu terlibat sebagai
telah menjadi pengambil keputusan (Decision |
kebutuhan  dalam Maker) dalam mengukur capaian |
| mewujudkan Kinetja kinerja.
' secara Efektif dan | 2. Data kinerja yang dikumpulkan
| Efisien dan telah | telah relevan untuk mengukur
| dilakukan secara | c¢apaian kinerja yang
| berjenjang dan | diharapkan.
| berkelanjutan ] 3. Data kinerja yang dikumpulkan |
} |  telah mendukung capaian |
| kinerja yang diharapkan. '
i 4. Pengukuran kinerja telah
g dilakukan secara berkala.
; 5. Setiap level organisasi
| melakukan pemantauan atas |
| pengukuran capaian kinerja unit |
dibawahnya secara berjenjang.
' 6. Pengumpulan data  kinerja
telah memanfaatkan Teknologi
' Informasi (Aplikasi).
7. Pengukuran capaian kinerja
telah memanfaatkan Telmeologi
[ Informasi (Aplikasi) !
3.Pengukuran Kinerja | 1. Pengukuran Kinerja telah
telah dijadikan | menjadi dasar dalam
dasar dalam penyesuaian  (pemberian [
pemberian Reward pengurangan) tunjangan
dan Punishment, Kinerja / penghasilan.
| serta penyesuaian | 2. Pengukuran Kinerja  telah
| strategi dalam menjadi dasar dalam [
|  mencapai kinerja: penempatan/ penghapusan |
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yang efektif dan
efisien

Jabatan baik struktural
maupun fungsional.

Pengukuran  kinerja  telah
mempengaruhi penyesuaian
(Refocusing) Organisasi.
Pengukuran kinerja  telah
mempengarizhi penyesuaian
Strategi dalam  mencapai
kinerja.

Pengukuran  kinerja telah
mempengaruhi penyesuaian
Kebijakan dalam mencapai
Pengukuwran  kinerja telah
mempengaruhi penyesuaian
Aktivitas dalam  mencapai
kinerja.

Pengukuran kinerja telah
mempengaruhi penyesuaian
Anggaran dalam mencapai

kinerja.

Terdapat. efisiensi atas
penggunaan anggaran dalam
mencapai kinetja.

Setiap unit/satuan kerja
memahami dan peduli atas
hasil pengukuran kinerja.

10. Setiap pegawai memahami dan

peduli atas hasil pengukuran
kinetja.

3. Pelaporan
Kinerja

Pencapaian Kinerja,
informasi

keberhasilan /
kegagalan kinerja
serta upaya
penyempurnaannya

1. Terdapat Deokumen | 1. Dokumen Laporan Kinerja telah
menggambarkan 2. Dokumen Laporan Kinerja telah
Kinerja. disusun secara berkala.

3. Dokumen Laporan Kinerja telah

4. Dokumen Laporan Kinerja telah

5. Dokumen Laporan Kinerja telah
dipublikasikan.

6. Dokumen Laporan Kinerja telah
disampaikan tepat waktu.

. Dokumen Laporan | 1. Dokumen Laporan Kinerja
Kinerja telah disusun secara  berkualitas
memenuhi Standar sesuai dengan standar.
menggambarkan 2. Dokumen Laporan Kinerja telah
Kualitas atas mengungkap seluruh informasi

tentang pencapaian kinerja.

. Dolkumen Laporan Kinerja telah

menginfokan perbandingan
realisasi kinerja dengan target
Dokumen Laporan Kinerja telah
menginfokan perbandingan
realisasi kinerja dengan target
jangka menengah.

. Dokumen Laporan Kinerja telah

e CHEAD perhandmgan
realisasi kinerja dengan realisasi
kinerja tabun-tahun
sebelumnya.

6. Dokumen Laporan Kinerja telah
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reahsasx kmeqa dengan rea]1as1
kinerja di level
nasional/internasional
Dokumen Laporan Kinerja telah
menginfokan  kualitas  atas
capaian kinerja beserta upaya
nyata dan/atau hambatannya.

. Dokumen Laporan Kinerja telah

menginfokan efisiensi atas
pengsunaan sumber daya dalam
mencapai kinerja.

. Dokumen Laporan Kinerja telah

menginfokan upaya
perbaikan dan penyempurnaan
kinerja ke depan {Rekomendasi
perbaikan kinerja).

3. Pelaporan _ Kinerja

telah  memberikan
dampak yang besar
dalam penyesuaian
strategi / kebijakan
dalatn mencapai
kinerja berikutnya

. Penyajian  informasi

Informasi dalam laporan kinerja
selalu menjadi perhatian
(Bertanggung Jawab).

dalam
laporan kinerja menjadi
kepedulian seluruh pegawai.

. Informasi dalam laporan kinerja

berkala telah digunakan dalam
penyesuaian aktivitas untuk
mencapai kinerja.

. Informasi dalam laporan kinerja

penyesuaian penggunaan
anggaran untuk mencapai
kinerja.

. Informasi dalam laporan kinerja

telah digunakan dalam evaluasi
pencapaian keberhasilan
kinerja.
Informasi dalam laporan kinerja
telah digunakan dalam
penyesuaian perencanaan
kinerja yang akan dihadapi
berikutnya.

. Informasi dalam laporan kinerja

selalu
perubahan
organisasi.

mempengaruhi
budaya  kinerja

4. Evaluasi
Akuntabilitas
Kinerja Internal

. Evaluasi

Akuntabilitas
Internal

. Terdapat pedoman

. Evaluasi

. Evaluasi

teknis
Evaluasi AKIP Internal.

AKIP Internal telah
dilaksanakan pada seluruh unit

kerja/perangkat daerah.
AKIP Internal telah

dilaksanakan secara berjenjang.

. Evaluasi

Akuntabilitas
Kinerja Internal
telah dilaksanakan
secara  berkualitas
Daya yang memadai

. Evaluasi

. Evaluasi AKIP Internal telah

dilaksanakan sesuai standar.
AKIP Internal telah
dilaksanakan oleh SDM yang
memadai.

. Evaluasi AKIP Internal telah

dilaksanakan dengan
pendalaman yang memadai.
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| 4. Evaluasi AKIP Internal telah

| dilaksanakan pada seluruh unit
kerja/perangkat daerah.

5. Evaluasi AKIP Internal telah |
dilaksanakan menggunakan |
Teknologi Informasi (Aplikasi). !

. Implementasi SAKIP | 1. Seluruh rekomendasi atas hasil |

telah ‘meningkat |  evaluasi AKIP internal telah |
karena evaluasi ' ditindaklanjuti. I’
Akuntabilitas | 2. Telah terjadi peningkatan |
Kinerja Internal | implementasi SAKIP dengan

sehingga ' melaksanakan tindak lanjut atas

membetikan kesan | rekomendasi hasil evaluasi AKIP |
yang nyata {dampak]) internal. -
dalam efektifitas dan | 3. Hasil Evaluasi AKIP Internal |

|

[45]

efisiensi Kinerja telah dimanfaatkan untuk
perbaikan dan  peningkatan
akuntabilitas kinerja.

4. Hasil dari Evaluasi AKIP Internal
! telah dimanfaatkan  dalam |

mendukung  efektifitas  dan |
f efisiensi kinerja.
i 5. Telah terjadi perbaikan dan
|

peningkatan kinerja dengan |
, memanfaatkan hasil evaluasi |
1' AKIP internal. .-

2. Evaluator AKIP
Pelaksana evaluasi AKIP adalah evaluator pada Badan

Pengawasan Mahkamah Agung RI dan evaluator pada Pengadilan

Tingkat Banding dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja unit Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung
RI dan Pengadilan Tingkat Banding yang dilaksanakan oleh Tim
Evaluator yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RIL.

b. Pengadilan Tingkat Banding melakukan evaluasi akuntabilitas
kinerja Pengadilan Tingkat Pertama pada wilayah hukum masing-
masing yang dilaksanakan oleh Tim Evaluator yang ditunjuk
berdasarkan Surat Keputusan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat
Banding.

c. Susunan Tim Evaluasi minimal terdiri atas:

1) Penanggung Jawab
2) Pengawas (Supervisor)
3) Ketua Tim
4} Anggota Tim
yang akan membagi tugas melaksanakan evaluasi AKIP dengan
mengisi LKE dan menyusun LHE, serta menyampaikannya kepada
pihak yang dievaliasi {(Evaluatan).
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d. Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan satu kali dalam
setahun.

e. Pelaksanaan evaluasi mengacu pada kertas kerja evaluasi.
Hasil Evaluasi dituangkan dalam bentuk LHE yang ditandatangani
oleh penanggung jawab evaluasi.

Setiap kriteria yang dinilai pada LKE ini membutuhkan
“Professional Judgements” dari evaluator karena terkait dengan
penilaian kualitatif. LKE disusun dengan maksud sebagai kertas kerja
evaluator dalam melakukan pengumpulan, penilaian, analisis, serta
penyimpulan data dan informasi.

. Evaluatan AKIP

Evaluatan AKIP terdiri dari:
a. Unit kerja Eselon I pada Mahkamah Agung Rl, yaitu:
1) Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
2) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
3} Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
4} Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata
Usaha Negara;
5) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
6) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
7} Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
b. Unit kerja Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat
Pertama pada seluruh lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum,
Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha

Negara.

. Pengisian LKE AKIP

Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap
sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria.
Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban
AAJ/A/BB/B/CCJ/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai
dengan gradasi nilai sebagai berikut:

a. Keberadaan

Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan
AA 100 telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun
terakhir.
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BB

90

80

Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%} dan
telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun
terakhir.
Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi
(100%) sesnai dengan mandat kebijakan
nasional.

b. Kualitas

70

60

50

30

Jika kualitas sebagian besar kriteria telah
terpenuhi (>75% - 100%).

Jika kualitas sebagian besar kriteria telah
terpenuhi (>50% - 75%).

Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah
terpenuhi (>25% - 50%]).

Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja
telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).

Jika sama sekali tidak ada wupaya dalam
pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas
kinerja.

BB

CcC

80

70

60

50

30

Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi

(100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak
menjadi percontohan secara nasional

Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi
{100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa
dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.

Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi
(100%) sesuai dengan mandat kebijakan
nasional.

Jika kualitas sebagian besar kriteria telah
terpenuhi (>75% - 100%). 7

Jika kmalitas sebagian besar kriteria telah
terpenuhi (>50% - 75%).

Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah
terpenuhi (>25% - 50%).

Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja
telah mulai dipenuhi {(>0% - 25%}.

Jika sama sckali tidak ada upaya dalam
pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas
kinerja.



c. Pemanfaatan

Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi
AA 100 (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak

menjadi percontohan secara nasional

Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi
A 90 (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa

dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.

Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi
BB 80 (100%) sesuai dengan mandat kebijakan
nasional.
Jika kualitas sebagian besar kriteria telah

B 70 terpenuhi (>75% - 100%).

ce 60 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah
terpenuhi (>50% - 75%).

c 50 Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah
terpenuhi {>25% - 50%).

D 30 Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja
telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
Jika sama sekali tidak ada wupaya dalam

E 0 pemenuban kriteria penilaian akuntabilitas

kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam
pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa
keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan
relevan. Nilai pada sub-kemponen yang telah terisi akan terakumulasi
sehingga diperoleh nilai total {hasil akhir) di setiap komponen.
Penyimpulan Data dan Informasi setelah Pengisian LKE

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen
memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai
berikut:

Predikat Interpretasi

AA (Nilai > 90 - 100) Sangat Memuaskan

Telah terwujud Good Governance.
Seluruh kinerja dikelola dengan sangat
memuaskan di seluruh unit kerja. Telah
terbentuk pemerintah yang yang
dinamis, adaptif, dan efisien (Reform).
Pengukuran kinerja telah dilakukan

sampai ke level individu.
Predikat Interpretasi
A (Nilai > 80 - 90} Memuaskan
Terdapat gambaran bahwa Mahkamah
[ Agung Rl dan Badan Peradilan di
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bawahnya dapat memimpin perubahan ‘
dalam mewujudkan pemerintahan |
berorientasi hasil, karena pengukuran |
kinerja telah dilakukan sampai ke level |
| eselon 4 /Pengawas /Subkoordinator. ’

‘BB (Nilai > 70 - 80)

t Sangat Baik ‘
| Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat |
baik pada 2/3unit kerja, baik itu unit |
kerja utama, maupun unit kerja |
{pendukung Akuntabilitas yang sangat |
 baik ditandai dengan mulai terwujudnya ‘
;eﬁsiensi penggunaan anggaran dalam
'mencapai kinerja, memiliki sistem
lmanajemen kinerja yang andal dan |
berbasis teknologi informasi, serta |
pcngu]mran kinerja telah dilakukan |

B (Nilai > 60 - 70)

| sampai ke level eselon 3/koordinator. _l
| Baik '
Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah *
baik pada 1/3unit kerja, khususnya |
pada unit kerja utama. Terlihat masih |
| perlu adanya sedikit perbaikan pada unit |
| kerja, serta komitmen dalam manajemen |
kinerja. Pengukuran kinerja baru |
dilaksanakan sampai dengan level eselon |
2 /unit kerja.

| CC (Nilai > 50 - 60)

Cukup (Memadai)

Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup |
baik. Namun demikian, masih perlu |
banyak perbaikan walaupun tidak |
mendasar khususnya akuntabilitasi

| kinérja pada unit kerja. e

| C (Nilai > 30 — 50) | Kurang

f | Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang |
' dapat diandalkan. Belum

| terimplementasi  sistem manajemern
kaerja sehingga masih perlu banyak
| perbaikan mendasar di level pusat.

| D (Nilai > 0 = 30)

Sangat Kurang r
Sistem dan tatanan dalam AKIP sama |
| sekali tidak dapat diandalkan. Sama
|sekali belum terdapat -penerapan
| manajemen kinerja sehingga masih perlu |
banyak  perbaikan/perubahan yang
sifatnya sangat mendasar, khususnya
dalam implementasi SAKIP.

. Pemantauan Berkelanjutan

Untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian, perlu dilakukan

reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim

evaluator dengan pengaturan sebagai berikut:
a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh

supervisor tim.
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b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel seluruh tim
evaluator, terutama untuk menentukan standarisasi nilai dan

penetapan kategori hasil evaluasi.



BABV
PELAPORAN DAN PENGKOMUNIKASIAN
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Setiap surat tugas yang diterbikan untuk pelaksanaan evaluasi AKIP
harus menghasilkan LKE dan LHE. LHE AKIP disusun berdasarkan berbagai
hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang telah didokumentasikan
dalam LKE. LKE tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan
berarti untuk perumusan temuan permasalahan serta saran dan rekomendasi
perbaikan peningkatan AKIP. Data dan deskripsi fakta ini ditulis kemudian
dianalisis (pemilahan, pembandingan, pengukuran, dan penyusunan
argumentasi} sampai pada simpulannya dalam LHE. Pada unit kerja yang
sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan
informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga
diperoleh data yang dapat diperbandingkan dan dapat diketahui perbaikan-
perbaikan yang telah dilakukan. Format LHE dan LKE sebagaimana dimaksud
terdapat pada lampiran 2 dan 3 surat keputusan ini.

Laporan Hasil Evaluasi disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan
mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi
atau unit kerja yang dievaluasi. Permasalahan atau temmuan hasil evaluasi
(tentative finding) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan
dikomunikasikan kepada pihak instansi atau unit kerja yang dievaluasi untuk
mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya. LHE terdiri dari
laporan bentuk surat dan laporan bentuk bab.

Hasil evaluasi disampaikan secara formal sekaligus pemberitahuan dan
klarifikasi kepada pihak yang dievaluasi teatang hasil evaluasi dan
rekomendasinya disertai dengan pemeringkatan (rating) hasil evaluasi.
Tujuannya secara manajerial adalah untuk memotivasi agar terus melakukan
perbaikan dan bisa dijadikan contoh bagi yang lainnya (pembelajaran).
Mekanisme penilaian seperti ini dilakukan dan disosialisasikan di lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Tingkat Banding, yang tujuannya
adalah untuk melakukan perbaikan-perbaikan.

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dituangkan dalam bentuk LHE yang
ditandatangani oleh penanggung jawab evaluasi serta diserahkan kepada unit
kerja/instansi terkait dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menyerahkan LHE unit kerja
Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding kepada Sekretaris Mahkamah
Agung Rl dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
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Birokrasi selambat-lambatnya bulan September pada setiap periode
evaluasi.
Pengadilan Tingkat Banding menyerahkan LHE Pengadilan Tingkat
Pertama kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Sekretaris
Mahkamah Agung RI selambat-lambatnya bulan Juli pada setiap periode
evaluasi.

Penulisan LHE harus mengikuti kaidah umum penulisan Laporan yang

baik, antara lain:

1.

Menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan
dan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan
dalam proses penyimpulan dan kompilasi data; dan
Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil
penyimpulan dan menuangkannya dalam LHE.

Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja wajib

ditindaklanjuti oleh evaluatan dengan ketentuan sebagai berikut:

1.

Semua Unit Kerja wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi dalam
jangka waktu paling lambat pada saat penyampaian laporan kinerja {(LKjlIP)
pada tahun berikutnya.

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI memantau tindak lanjut hasil
evaluasi Unit Kerja Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding.

Pengadilan Tingkat Banding memantau tindak lanjut hasil evaluasi
Pengadilan Tingkat Pertama, dan melaporkan kepada Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI dan Sekretaris Mahkamah Agung Rl secara periodik 1
{satu) tahun sekali.

Unit kerja yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dikenakan sanksi
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB VI
PENUTUP

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja merupakan bagian dari siklus
manajemen instansi atau unit kerja, dengan ditetapkannya Pedoman
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan
Badan Peradilan yang Berada di bawahnya, diharapkan para evaluator
dapat memiliki acuan yang sama dalam melaksanakan evaluasi. Namun
demikian, diharapkan para evaluator juga dapat menggunakan inovasi-
inovasi baru, serta dapat mengembangkan secara terus-menerus metode
dan teknik evaluasi AKIP yang lebih optimal dan lebih efisien

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan
dapat mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu
meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Mahkamah Agung RI dan Badan
Peradilan di bawahnya.

MAHKAMAH AGUNG
LIK INDONESIA,
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LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR  878/SEK/SK/VII/2022
TANGGAL : 12JULI 2022

FORMAT DAN ISI LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)

. Bentuk dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang dilaksanakan oleh Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI atas Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja
Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding serta yang dilaksanakan oleh
Pengadilan Tingkat Banding atas Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tingkat

Pertama, disusun dengan contoh sebagai berikut:

KOP SATUAN KERJA

Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja

Yth. (Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengadilan Tingkat Banding/Pengadilan
Tingkat Pertama)
Di

---------------------------------------------------------

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal:

1. Evaluasi atas Laporan Kinerja (Pimpinan Unit Kerja Eselon I/ Pengadilan

Tingkat Banding/Pengadilan Tingkat Pertama} dimaksudkan untuk:
memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;

menilai tingkat implementasi SAKIP;

menilai tingkat akuntabilitas kinerja;

memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan

opoop

sebelumnya.

memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 komponen manajemen kinerja, yang
meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja,
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

. Pimpinan Unit Kerja Eselon 1/Pengadilan Tingkat Banding/Pengadilan
Tingkat Pertama memperoleh nilai sebesar (angka) atau (kategori).

. Nilai tersebuf, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh
komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:



Perencanaan Kinerja 30,00
Pengukuran Kinerja 30,00
Pelaporan Kinerja 15,00
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25,00

BN

Predikat Predikat

A. Perencanaan Kinerja
T

B. Pengukuran Kinerja
E FR (PO

Dermktan hasil evaluasi atas Kinerja {Pimpinan Unit Kerja Eselon 1/
Pengadilan Tingkat Banding/Pengadilan Tingkat Pertama) tahun ........... ,
dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti
dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja dilingkungan (Pimpinan Unit
Kerja Eselon I/ Pengadilan Tingkat Banding/Pengadilan Tingkat Pertama).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengawasan /
Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding

-------------------------

Tembusan Yth:
1. Sesuai Kebutuhan




2. Bentuk dari Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang dilaksanakan oleh
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI atas Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Unit Kerja Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding, disusun dalam
bentuk surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI kepada
Sekretaris Mahkamah Agung RI, dengan contoh sebagai berikut:

KOP SATUAN KERJA
........... s seenramerneneas. 20
Nomor  : .....................
Lampiran : ..........cccceeneeee.
Hal : Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja
Eselon I dan Pengadilan Tingkat
Banding

Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI
Di

---------------------------------------------------------

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Nomor 88 Tahun 2021
tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah (APIP) mempunyai tugas untuk melakukan evaluasi terhadap
Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

2. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah melakukan -evaluasi
terhadap Akuntabilitas Kinerja Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding di

lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun ...., dengan metode evaluasi
sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung RI Nomor: ..................... tentang Pedoman Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Mahkamah Agung
Rl dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Laporan hasil Evaluasi
telah disampaikan ke masing-masing Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan
Pengadilan Tingkat Banding terkait (terlampir) dengan pemeringkatan dan
rekapitulasi hasil evaluasi sebagai berikut.

| . -aa g. . Teluptra Aluntabilitas Kategori
[ No. i KERJA n Kinetja n Kinerja n Kinerja Kinerja Internal
(30) (30) {15) '
. I (25) ,
e T — I |
. | B | | _ ]
| | '
| ] .; 1]
3. [ | | |
| | |
I - | f T
L+ ! t = - [




]
d——

3. Berdasarkan hasil capaian kinerja masing-masing unit kerja tersebut,
direkomendasikan untuk:

4. Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perkenaan Bapak/Ibu
diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI,

------------------------

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Sesuai Kebutuhan




3. Bentuk dari Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang dilaksanakan oleh

Pengadilan Tingkat Banding atas Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja
Pengadilan Tingkat Pertama, disusun dalam bentuk surat Pimpinan
Pengadilan Tingkat Banding kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah
Agung RI, dengan contoh sebagai berikut:

KOP SATUAN KERJA
........... R TR~ § S
Nomor  : ...l
Lampiran : ..........ccoovvueene.
Hal Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Pengadilan
Tingkat Pertama di lingkungan
(PT/PTA/PTTUN/DILMILTI)

Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

---------------------------------------------------------

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Nomor 88 Tahun 2021

tentang  Evaluasi  Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah,
(PT/PTA/PTTUN/DILMILTI) telah  melakukan  evaluasi terhadap
Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tingkat Pertama.

. (PT/PTA/PTTUN/DILMILTI) telah  melakukan evaluasi terhadap
Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tingkat Pertama Tahun ..., dengan

metode evaluasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan
Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: ..................... tentang Pedoman
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan
Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
Laporan hasil Evaluasi telah disampaikan ke masing-masing Pimpinan
Pengadilan Tingkat Pertama (terlampir) dengan pemeringkatan dan
rekapitulasi hasil evaluasi sebagai berikut.

i el NILAI PER KOMPONEN
- Evaluasi
UNIT | Perencanaa | Pengukura | Pelapora . Nilai
No. | KERJA | nKinerja | nKinega | nKinerja | oo aies Kategori
(30) (30) {15) ca
, (25) _ i
| | |




3. Berdasarkan hasil capaian kinerja masing-masing unit kerja tersebut,
direkomendasikan untuk:

4. Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perkenaan Bapak diucapkan
terima kasih.

Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding

-------------------------

Tembusan Yth:

1. Ditjen terkait
2. Sesuai Kebutuhan




LAMPIRAN III : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR :87 8/SEK/SK/VII/2022
TANGGAL :1 2 JULI 2022

LEMBAR KERJA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA {LKE)

1 ! A
1/ Dolumen Perescanaan kinega teiah torvedia
6,00 Ditsl
Kritetia:
~ 1|Terdapat pedoman teknis perencansan kinerja. (1) Juknig/Pedoman Pelaksanaan Evidence kriterin 1 :
Anggaran/Kinetja Dasrah (sebut Nomor dan|Terdapet pedeman teknis perencanaan kinerja (dapat disusun oleh
Tenggal) Birq Perencanaan dan Organisesi Mahkamah Agung)
{2) PEDOMAN perencanasan kinetja internal
(Berisi KUMPULAN: Tusi, KU, PK
berjerjang, Renaksi MonevBpengukuran
kinerja berkala)
2|Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, Cetak Biru Pembaryan Peradilan 2010 - Evidence kriteria 2 :
) , 2035 ) ) Cetak Biru Pembaryan Peradilan 2010 - 2035
3|Terdapat dokumen perencansan kitierje jangka menengah, Reristra (sebut Nomor dan Tanggal) Evidence kriteris 3 : '
mm Dokumen Renatre Satuan Kerja
4ﬁ‘erdapat dokumen perencansan kinetjs jangks pendek, Renja/RKT-PK (sebut Nomor den Tanggal) |Evidenve kriteria 4 :
o Dolkimen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
5|Terdapat dokumen perencanaan aktivites yang mendultung kinerja. Dok Rencana Akei dan Jadwal Monitoring  |Evidence kriterin 5 :
dan Pengukuran Kinerja Internal secara Dokumen Program Kerja / Rencana Aksi
Berkala (misal periode Triwulan)
{Contoh Formiat Rencaria Aksi Monev)
6|Terdapat dekumen perencansan anggsran yang mendukung kinerja. RKA/DIPA (Sebut nomar dan tanggal) Evidence kritetia 6 :
_ ] Dokumen RKA-KL dan matriks pendanaan pada renstra
1.b|Dokuen Perancansan kinesjs telah memenuhi standar yang batk,
yaituy untuk mencapal hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART,
menggusakan ponyelarasan (cascading) disetlap level secara logls, | 9,00 B;:r:
serta memperhatikan kinezjs bidang Iain (crosscutting) |
Kriteria;
1|Dokumen Perencanaan Kinetja telah diformalkan. Semua dolrumen di atas ada otorizasi Evidence Kriteria 1:
satker, Nomor/tanggal/tdtgn dan atau cap |Dokumen Cetak Biru MA, Renstra, RKT, PKT telah diformalkan
instansi (ditandatangani)
2|Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu, Publilktasi ke publik {buktinya menyertakan |Evidenve kriteria 2:
LINK (jika online) atau bentuk publikasi lain | Dokumen Cetak Biru MA, Renstra, RKT, PKT telah dipublikasikan
(menyesusikan) terutama Renstra, IKU/PK |melalui website/ papan pengumuman satuan kerja bersamaan
dengan bulan kapan dokumen tersebut diformalkan




W

Dokumen Perencanean Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja ssbenarnya yang periu
dicapai.

Perencanaan kinetja menggambarkan
pohon kinerja (bagi habis berjenjang) untuk
mencapai tijuan organisasi (proses bisnis)

Bvidence kriteria 3 : [
Lakukan analisa pada Dokumen Cetak Birn MA, Renstra, RKT, PKT
apakah telahi menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya
yang perlu dicapai

Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jeldé menggambarkan kondisi kinerja yang akan
dicapai,

Rumusan tujuan/sasaran tiap jenjang jelas
memandatkan kinetja yang harus dicapai

Bvidenve kriteria 4:

Lakukan analisa pada Dokumen Cetak Biru MA, Renstra, RKT, PKT
apakah telah berorientasi hasil,

Berorientasi hasil:

- berkualitas outcome atau output penting

- bukan proses/keglatan

- menggambarkan kondisi atan output penting yang ingin diwujudkan

Ukuran Keberhagilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.

Specific (jelas tujuannya pedomannys SW 2

)s
Measurable {dapat diukur dengan %,
jumiah, indeks dil},
Achievable (meskipun menantang tapi
masih biga dicapai/dijangkau dengan
alasan jelas),
Relevant (gesuai Visi/Misi/Tujuan
organiassi/TKU/PK),
Time-Bond Goals (ada pehetapan target
periodil/antare hingga tdrget akhir harus
#da kerangka waktu yang jelas)

Evidence kriteria 5:

BMART:

8pecific: mampu menyatakan sesuatu secara definitif (tidak normatif),
tidak bermakna ganda, televan dan khas/unik dalam menilai serta
mendorong kinerja suatu unit/pegawsi.

Measurable: mampu diukur dengan jelea dan jelas cara
pengukurarnya.

Agreeable: disepakati oleh pemilik indikator kinerja dan atagannya.
Realiatic: merupakan ukuran yang dapat dicapai dan memiliki target
yang menantatig.

Titne-bounded: memiliki batas waktu pencapaian.

ch

Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang
secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis),

IKU yeng dijabarkan darl Visi/Misi tertuang
sebagai indiiator kinerja di Renstra
nenggambarkan eebuah proses strategi
untuk mencapal hasil akhir secara realiatis,
tidak bombastis sehingga harus diubah di
tengah jelan periode Renstra [kecuali
darurat)

Bvidence kriteria 6:

Lakukan analisa terhadap dokumen IKU beserta reviunya
(Catatan: semakin sering dilakukean reviu menunjukkan dokumen
tersebut kurang sustainable)

~

Target yang ditetapken dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, den realistis.

Target kinerja tidak bombastis/sesuai
dukungan sumber ddya shg depat dicapsi/
membunt ekspektasi di atas target sedikit
selama masih yakin bisa dijangkau dengan
inovasi atan kerja keras/ berdasarkan
kondisi data dan fakta bukan cataten data
di kertas belaka

Evidence kriteria 7:
Lakukan analisis apakah target yang ditetapkan dalam Perencanaan
Kinerja dapat dicapal (achievable), menantang, dan realistis




[+

Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta
selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).

Perencanaan menunjukkan POHON
KINERJA (Kinerja satker dibagi habia ke
bagian, sub,baglan ke staf [pekerjaan di
bawah mendukung keberhasilan kinerja di
ataanya hingga pada Top manajer)

PK Sather dibagi habis ke Bagian; PK
masingx bagian dibagi habis ke sub.bagian
di bawahinye, tiap PK Subag dibagi habis ke
masingx staf di bawahnya

Evidence kriteria 8:

Lakukan analisis apakah setiap Dokumen Perencanaan Kinerja
menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras
antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan
{Cascading)

0

Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strateg, kebijakan,
bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungei lain yang berkaitan (Crosscutting).

Dalam Perencangan kinerja {jika ada
keglatan/subkegiatan yang ssling
berhubungan dengan Bagian/unit lainnys)
harus ada pola koordinasi (aktivitas
Kegiatan/ peridanaan)

Evidence kriteria 9:

Lakukan analisis apakah perencanaan kinerja dapat memberikan
informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebfjakan, bahksan
nktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan
(Crosscutting)

1

o

Setiap unit/satuan kerja merumuakan dan menetapkan Perencanaan Kinerja,

Perencanaan kerja dibuat setiap
Bagian/8ub.bagian sesuai Tusi dan PK
yang dibagi tugas dari pimpinan
{Contoh Format Rencana Akai Monev)

Evidence kriteria 10;
Dokumen PKT unit kerja yang sudah diformalkan

11

Setlap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinetja,

Sersua Pegawad atruktural, fungsional, staf
metiyusun dan ditetapkan SKP [perjanjian
kinerja awal tahun)

Evidence kriteria 11:
Dokumen Sasaran Kinerja Pegawal (SKP} seluruh pegawai

l.¢

Porencanasn Kinerja telah dimanfastkan untuk mewajudkan hasil

yang berkesli ungan 18,00

Belum Diigl

Kriteria:

1

Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai,

PK sesyal RKA/DIPA (jangan sampai ada
tusi/keglatan Bidang/seksi yang tidak
tersedia anggardn)

(Sasaran, satuan, jumlah; harga satuan,
output)

Evidence kritetia 1;

Lakukan analisis dokumen matrike pendanasn dan RKA-KL apakah
anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin
dicapai.

»N

Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.

Kegiatan dan aktivitas yang dilakukan
efeltif sesuai tujuan yang dicapai
Jagdwal aktivitas kerja sejalan dengan
upaya mencapai target

Pelakeanaan kerja terjadwal dan
terorganisir

Evidence kriteris 2:
Lakukan analisis SOP pada masing - masing indikator apakah telah
mendukung kinerja yang ingin dicapal

(5]

Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan bsu‘k,v atau setidaknya masih on
the right track .

Capaian Reaisasi fisik dan keuangan sesuai
TARGET, syukur lebih baik kualitasnya

Bvidence kriteria 3:
Lakukan analisis capaian kinerja secara berkala melahii aplikasi
Komdanas,

-

Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.

Monitoring Evaluesi berkala sesuai Renaksi
(kegiatan dan jadwal yang ditentukan)
Jadwal monitoring evaluasi kegiatan sesuai
Renaksi (hasilnya kegiatan,
penaggungjawab, laporan kinerja internal
periodik, daftar permasalahan,
rekomendasi)

Evidence kriteria 4:
Lakukan analisis capaian kinerja secara berkala melalui aplikasi
Komdanas,




w

Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanasn Kinerja yang ditetapkan dari haeil analisis
perbaikan kinetja sebelimnya,

Reviei dokumen perencanaan kinerja jika
mendapat permasalahan yang tak bisa

Evidence kriteria 5:
Analisis dokumen reviu perencanaan kinerja (RKT)

(o)

Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewnjudkan kondisi/hasil
vang lebih baik,

Revisi dokumen perencanaan kinexja jika
mendapat permasalahan yang tak bisa
dihindari

Perencanaan kinerja hasil revisi
berdasarken haeasil evaluasi kinerja
sebelumnya

Evidence kriterla 6
Analisis dokumen revin perencanaan kinerja (RKT)

-3

Setlap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapal kinerja yang telah
direncanakan,

Komitmen setiap unit/bagien
melaksanakan perencansan kinerja
Memiliki laporan kinerja unit secara
periodik hingga mencapai hasil (sesuai PK)

Evidence ktiteria 7:
Dokumen rapat capalan kinerja secara berkala (Undangan, Daftar
hadir, notulensi, Foto kegiatan)

[+]

Setiap ‘Peg'nwai memahami dan peduli, serta berkomiimen dalam mencapei kinerjs yang telah
direncanakan,

Komitmen setiap ASN melaksanakan
perencanaan kinerja

Memiliki Catatan kinerja harian dan atay
laporan kinerja individu (sesusi SKF)

Evidence kriteria 8:
Dokusmen rapat capalan kinerja secara berkala (Undangan, Daftay
hadir, notulensi, Foto kegiatan)

2 |PENGURUBAN KINERJA 30,00 [ o
2,2 Pongukuran Kisiecjs telah dilikukan 5,00 Beluin Diisl , — . i
1|Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. SK Juknis pengumpulan dan pengukuran |Evidence kriteria 1:
data kinerje (Daser, tujusn, manfaat, Tuai |Dokumen pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data
wesuai Proses bianis, IKU, PK dan kinerja
penanggungiawal (dilampirl semus SOP
pengumpulan data kinerja per-PK, Jadwal
Monev pengukuran kinerja sesuai Renaksi)
2| Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja. Setiap data kinerja PK dari IKU dirumuskan |Evidence kriteria 2:
deskripsi/gambaran pengukuran yang jelas |Dokumen IKU dan penjelasannya
{berpedoman 5 W+2 H)
(Contoh Format Kamus IKU)
3|Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan dete kinerja yang dapat dlandalkan, Terdapat kebijakan dan atau SK SOP

pengumpulan data kinerja

Evidence kriteria 3:

Mekanisme pengumpulan data yang memadai:

- Terdapat pedoman atau SOP tentahg pengumpulan data kinetja yang
up to date;

- Ada kemudaban untuk menelusuri sumber datanya yang valid;

- Ada ketmudahan untuk mengakses data bagi pihak yang
berkepentingan;

- Terdapat penanggungjawah yang jelas;

- Jelas waktu deliverynya;

- Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data




2.

Pengukuran Kinezia telah menjadi kebutuhan dilam mewujudian
Kinszin sacara Bfektlf dan Xfisien dun telsh dilakukan secara
berjenjang dan berkelanjutan

9,00

Belum Diisi

-

kinetja.

Pimpinan selaln teribat sebagai pengambil keputusan (Decision Maler) dalam mengukur capalan

Setual Jadwal Monev/pengukuran
(mengundang, memimpin Monev, memberi
fekomendasi jika ada kendela capaian
target sesuai hasil pengukuran kinerja)

Evidence kriteria 1:

Dokumen rapat monev capeian kinetja aecara bherkala (Undangan,
Daftar hadir, notulens, fota kegiatan) dan atau wawancara dengan
pimpinan

[~

Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untik mengukur capaian Jinerja yang diharapkan,

lenis data sesual tujuan pengukurannye;
misgalnya hasil pengukuran perkara tepat
waktu, tepat waktu sesuai dengan
pengertian batasan dan definisi operasional
yang telah dijelaskan dalam kamus KPI dan
atau dolumen lain dengan maksud sama

Evidence kriteria 2:

Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan;

- Informasi capalan kinetja berdasarkan fakta sebenarnya atau bukt
yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan;

- Data yang dikumpulkan didasarian suatu mekanisme yang
memadai atau terstruktur (tidak bersifat dadakan);

- Data kinerja yang diperoleh tepat waktu;

- Data yang dikumpulkan memiliki tingkat kesalahan yang minimal;

W

Data kinerja yang dikumpulken telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.

‘Nomor 2 diinterpretasikan kualitasnya aps
sdh mendukung pencapaian kinerja

Evidence kriteria 3:

Emonev Bappenas (Eselon I)

Data SIPP dan MIS (untuk Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat
Pertama)

Penguliuran kinerja telah dilakukan secara berksla,

Terdepat Penjadwalan/laporan monitoring
pelaporan kinerja secara berkala
(Contoh Format Pemantauan Kinerja)

Evidence kritetia 4:
Dokumen cepaian kinerja herkala daxi Komdanas

w

secara berjenjang.

Setiap levsl organisasi melakukan pemantauan ates pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya

Terdapat Laporan Monev masing-masing
jenjang sesuai jadwal Renakal

Evidence kriteria 6:

Emanev Bappenas {Easlon ])

Data SIPP dan MIS (untuk Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat
Pertama)

Pengumpulan dats. kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

Terdapat Periglimpulan data kinerja
ininimal menggunakan aplikasi sederhana
dengan rumus-rumus excell (sheet-sheet
per PK)

BEvidence kriterla 6:
Data Komddnas, SIPP, MIS

7|Pengukuran capaian kinetja telah memanfaatkan Teknologl Informasi {Aplikasi). Terdapat Perigukuran kinerja per PK Evidence kriteria 7:
{membendingkan taret dengan capaian per |Data Komdanas, SIPP, MIS
periodik shg tampak grafik dan
keterangannya

2.c|Pengukuran Kinetja telaki dijadikan dasar dalam pembéerian Reward
dnn Punishment, serta penyesuaian strategi dalum mencapal kinezia| 15,00 Belum Diisi
yang efoktif dan sfisien

=

kinerja/penghasilan.

Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan) tunjengan

"Terdapat kebijakan pemberian Tukin terkait
dengan Kinerja

Rekap Pengajuan Tukin update 3 bulan
terakhir

Evidence kriteiia 1:
Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai (PKP) bulanan

2|Pengulturan Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural Hasil pengukuran menjadi dasar Evidence kriteria 2;
maupun fungsional. menerbitkan keputisan Dokumen Baperjakat
penempatan/penghapusan jabatan
3|Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisast. Hasil pengukuran menjadi dasar Evidence kriteria 3:

penyesuaian organisasi

Kebijakan pusat a.l. Perma 7 Tahun 2015




4|Pengulkuran idnerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalarmn mencapai kinetja.

Hasil pengukuran kinerja yang lalu menjadi
daszr menentukan strategi pencapaian
kinerja berjalan

Evidence kriteria 4:

Unit Kerja Eselon I: Surat Edaran terkait hasil Bapat Pleno Kamar
Pengadilan Tk Banding: Dokumen Rakerda atas tindak lanjut hasil
Repat Pleno Kamar, dokumen rapat tinjauan manajsmen, dokumen
reviu 30P

Pengadilan Tk Pertama: tapat intern menindakianjuti hasil rakerda
dan evaluaei kinerja, dokumen rapat tinjauan manejemen, dokumen
reviu SOP.

o

Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.

Hasil pengukuran kinerja yang lalu: menjadi
dasar me-reviu kebijaltan dalam pencapaian
kinerja berjalan

Evidence kriteria 5:

Unit Kerja Eselon I: Surat Edaran terkait hasil Rapat Plenc Kamar
Pengadilan Tk Banding: Dokumen Rakerda atas tindalk lanjut hasil
Rapat Pleno Kamar, dokumen rapat tinjauan manajemen, dokumen
revin SOP

Pengadilan Tk Pertama: fapat intern menindaklanjuti hasil rekerda
dan evaliasi kinerja, dokumen rapat tinjauan manejemen, dokumen
reviu SOP,

O

Pengultiran kinerja telah mempengarubi penyesusian Aktivitas delan: mencapai kinerja,

Hasil pengukuran kinerja yang lalu menjadi
dasar merumuskan aktivitas kinerja dan
perbaikan dalam mencapai taiget kinerja
berjalan

Evidence kriteria 6:
Kebijakan pusat a.1. hasil teviu revisi anggaran

7| Penguluran kinexja telah mempengearubi penyesusian Anggaran dalam mencapei kinerja.

Hasil pengukuran menjadi dasar
penyesnaian anggaran (tambah/kurang)

Evidence kriteria 7
Kebijakan pusat a1 hasil reviu revisi anggaran

o«

Terdepat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

Terdapnt laporan pertangginglawaban yang
menunjukkar efisienisi/ penggunaan

anggaran _
{Contol Analisis Efisienai)

:Eilidence kriteria 8:
Kebljakan pusat a.). hasil revin revisi anggaran

9|Setlap unit/satuan kerja memahami den pedull atas hasil pengukuran kinerja. Unit merumuskan tindak lanjut dan Evidence kriteria 9:
melsksanakan rekomendasi hagil Dokumen rapat capaian kinerja secara berkala (Undangan, Daftar
pengukuren kinetja Thadir, notulensi, Foto kegiatan)

10|Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerje,

Setiap pegawai merurnuskan tindal lanjut
dan melaksanakan rekomendasi hasil
pengukuran kinerja (PK PNS/SKP althir
tahun)

Evidence kriteria 10:

Dolumen rapat capalan kinerja secara berkala (Undangan, Daftar
padit, notulensi, Foto kegiatan)




3 |PELAPORAN KINERJA 15,00 | R S|
8.8|Tordapat Dokumen Laperan yang menggambarkan Kinerje 3,00 Belum Dlisi
1| Dokintien Laporan Kinerja telah disusun, Terdapat LKJIP yang telsh disusun sesuai  |Evidence kriteria 1:
format yg tersedia dokumen LKj dengan Dokumen LKjiP
Lamp 2 Permenpan 53/2014
(Contoh Format Laporan Kinerja)
2|Dokurmen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala. LKj disustin peririwulanyberkala sesual Evidence kriterin 2:
hagil penilaian kinerja/Monev pertriwulen |Dokumen LEJIP tahun sebelumnya
{Contoh Format Femantavan Kinerja)
3|Dokumen Laporan Kinerje telah diformalkan. LKj sudah ditetapkan Pimpinan Evidence kriteria 3:
{Keputusan/Penetapan cap tandatanganj Dokumen LKJIP yang telah diformalkan
4| Dokumen Laporan Kinerja telah direviu. X Evidence kriteria 4:
Ada bulkti LK) direviu APIP untuk Dokumen revia LKjIP
memperoleh keyakinan terbatas behwa LKj
menyajikan informasi andal, akurat dan
berkualitas sesuai Lamp III Permenpan
5372014
(Contoh Format Sistematika Laporun
Kinerja)
§|Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan, LRj dipublikaaikan di website satker Evidence kriteria 5:
, ‘ o htip//:setker....... Publikesi dokumen LKIP pada Website unit kerja
6| Dokurhen Laporan Kinerje telaki disampaikan tepat waktu. Tanggel penyampaiar ke atasan/ pihak Evidence kritetia.6:
terkait tepat wektu (Triwulan dan akhir Dokumen pengiriman LKjIP ke Bawas dan BUA
tahun dengan bukti ekapedisl pengiriman
LKj)
3.b(Dokwmen Lagoran Kinsgjs telah memenubl Standar inenggambarksn
Runlitas stan Pencapalan Kindtja, informast keberhasilan/kegagalan 480 Belum Dilsi
kinagja serta upays parbaikan/penyempurnsannys ! i

oy

Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesual dengan standar,

Sistematika dan substansi benar sesual

Evidence kriteria 1:

Lamp 2 Permenpan 53/2014 Bandingkan dokumen LEKjIP dengan Permenpan Nomor 53 Tahun
{Contoli Format Laporan Kinerja dan 2014
Sistematike Lapotan Kinerja)
2|Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja. Target dan Realisasi sehiruh Evidence kriteria 2:
sasaran/indikator PK Lekukan anslisia dokumen LKjIp
{Contoh Format Kamus IKU)
3| Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan. Dikaitken dengan target pada RKT, dan PK |Evidence kriteria 3:
Lakukan apaligis dokumen LKIP
4|Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbendingan realisasi kinerja dengan target jangka Dikaitkan dengan target pada RKT, dan PK |Evidence kriteria 4:

menengah.

Renstra

Lakukan analisis dokumen LKiIP




(4]

Dokumen Laporan Kinerja telah mc:rilginfokan perbundingan realisasi kinerja dengan realisasi linerja
tdhun-tahun sebelumnya,

Memuat analisis target dan realisasi tahun
sebelumnya sebagal pembanding dan
kesinanibungan dari tabun sebelumnya
pada periode renstra stau tahun sehelum
perinde renatra berjalan karena target
kinetjn yatig diparjanjilian berbubungan dg
outconie yang diliasilkan darl kegiatan
tahun-tahun sebelumnya, sehingga
terwrigjud kesinambungan kinetja setiap
tahinnya:

{Contoh Format Laporan Kinetja dan
Sistematika Lagoran Kinetja)

Evidence kriteria S:
Lakukan analisis dokumen LKjIR

o

Dolnamen Laporan Kinerja télah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi idhet]a, di
level nagional/internasional (Benchmark Kinerjs).

Memuat analisis target dan realioasi tingkat
nagional {benchmeark) sebagei pembanding
sebagal pembariding Judgmerit evaluator;
Gunakati capalen kinerja unit sejenis

herdasarkan vkiiran capaian rata-rata nilaj |

Capaiap LK) pade satker df wilayah

Evidence kriteria 6:
Lakukan analisis dokumen LKJIP

-~

Dnlfia’men leporan Kinerja telah menginfokan kuelitas atas capalan kinetja beserta upays nyata
den/atau hambatannya.

Laporan menivat keberhasilan dan
kegagalan (jikd ada) dan upaya mencapai
target durhambatan

Riwayat Upaya mencepai target per

sasaran/indikator PK jelas {evaluasi kinerja |

periodik)

Evidence kriteria 7:
Lalkukean analisis ‘dokumen LKjIP

i

Dokumen Laporan Kinerja talah menginfokan efisiensi atas penggunasn sumber daya dalam mencapai
kinurjas

Analisin efislens) sumber daya dihitung per |
snsaran dan indikator PK dengan rumus--
>100%-(realivasi anggaran/target
ariggatenx100%)

(Conrtok Format Arinlisis Efisiensi)

Bvidence kriteria 8:
Lakukan analisis dokumen LKJIP

9|Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnasn kinerja ke depan | Laporan kinetja triwlan (sesual Renakal  |Evidence kriteria 9;
(Rekomeridasi perbaikan kinerja), dan jadwal Monev) menghasilkan Lekukan analisis dokumen LKjIP
Rekomendasi perbaikan kinerja {jika ada |
target yang belum maksimal
(8heet Contohi_2.b4)
3.c|Pelaporan Kinerja talah memberikan dampak yeog besar dalam
penyesuainn strategl/kebijakan dalam mencapal kinesdn besikutnys | 7,50 Belum Diis)

—

Informesi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab),

Pimpinan menetapkan Renaksi/Jadwal
Monev dan pengukuran kinerja

periodils/ langsung memimpin Monev atau
pengukuran/mesrberi rekom

{Contoh Format Pemantauan Kinerja)

Bvidence kriteria 1;

Dokumen rapat capalan kinerja secara berkala dengan dipimpin
langsung oleh pimpinan (Undangen, Daftar hadir, notulensi, Foto
kegiatan) dan atau wawancara dengan pimpinan




N

Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjédi kepedulian selurub pegawai.

Bemua menyumbanyg data kinerja sesuai
peran/tusi/mandat/PK sesuni target
kifierjn. periodik (SOP pengumpulan data
kieria)

Bvidence kriteria 2:
Doktirnen rapat capalan kinerja secars berkala dengan melibatkan
seluruh pegawal (Undangan, Daftar hadir, notulensi, Foto kegiatan)

3(Informasi delam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesueaian aktivitas untuk mencapal | Informasi data kinerja untuk penyesuaian |Evidence kriteria 3:
kinerjg, aktivitag Lakukan analisis dokumen LiGIP

4|Informasi dalatm laporan Kinerja, berkala telah digunaken dalam penyesualan penggunaan anggaran Informasi data kinerja untuk penyeeualen |Evidence kriteria 4:
untuk mencapai kinerja, gatan Lakukan analisia dokumen LKjIP

5|Tnformasi dajam laporan kinerja telah digunakar dalam evaluas pencapaian keberhasilan kinetja, Informaai data kinerja untult penyesuaian  |Evidence kedteria &:
evalpas] pencapalan kinetja Lakukdn analisis dokumen LKjIP

o

Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesusian perencanaan kinerja yang akan
dihadapi berlkutnya.

Informesi data kinerje untult penyseviaian
perericangan kinerja berlkuinya

Evidence kriteria 6:
Lakukan anallsis dokumen LKjIP

~3

Informasi dalam laporan Kinerja selaju mempengaruhi perubahan budaya linerja organizasi,

Informast data ldnexja urituk penyesualan
bud}ya kineria .

Evidencs kriteria 7:
Lakukan analisis dokumen LKjIP

4 |EVALUASI m&m'ru KINERJA 1 28,00 )

.|y untabiitias. Kinetjs Internal telsh ﬂﬁahwum B,00

Belum Dilgi

-

Terdapat pedotnan teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Digusun dan ditetapkan BUKU PEDOMAN
TEKNIS Pelakaansan Evaluasi AKIP
pertrivilan dan akhir tahun (sestai
mekenisme / S0P pengumpulat data
kineija)

Evidence kriteria 1:
Dokumen pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinetja

2|Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada ssluruh unit kerjafpera_ngkat daerah.

Terdapat bukti dokiumen LAPORAN Rasil
evalpasi interrial pertrivulan perbaglan dan
lengkap aesuai FK. _
{target/rentisani/hambatan/ rekomendasi)

Evidence riteria 2:
Dokumen lapotan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja

3|Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secars berjenjang,

LAPORAN EVALUASI KINERJA MASING-
MABING Bagian/8ub,Bagian seauai
mekanisme pengumpulan data kinerja S0P
secard berjenjang (dari etaf ke Sub.Bag-->
Kabag --> Ses--» Pimpinan satker
{dikompilasi subiag Perencanan/Ortala)

Bvidenee kriteria 3:
Dokumen laporan hasil evaluasi akuntabilites kinetjs

4.b|EBvaluas! Aleuitabilitas Kinesje Intornal telah dilskunnakan sscara .50 Belum Dilsi
berkuafitak dengan Bumber Days yang memadai ) L .
1|Evaliasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar, EVALUABI DILAKSANAKAN SESUAI Evidence kriteria 1:

PEDOMAN/ stendar, dilakukan setiap PX
Sub. Bag/Baglan /Pimpinan sesuai Juknis &
80P

Lakukan analisis atas hasil evaluast akuntabilitas kinerja

2|Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanaken oleh SDM yang memadai.

KAPASITAS SDM EVALUATOR {sesuai
kewsnangan/pernah ikut
pelatihan/mendapat sosialisasi),

gkill untuk Pekerjaan Teknin dan TAKTICAL
menyangkut Pengelola
Keuangan/PR.J/Bendaraha dan lainnya
yang membuiuhkan kompetensi tekals dan
perlu sertifikasi/keahlian tertentu, jumiah
miemadai sesual kebutuhan

Evidence kriteria 2:
SK Tim Evaluator AKIP, serifikat diklat SAKIP




[

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.

KUANTITAS DAN KUALITAS DATA KINERJA
merupakan upays kritis hasil analisis data
dan pendalaman di lapangan
{miembandingkan target dengan realisasi/
faktor pendultung dan penghambat sesuai
analisis risiko/ tekomendasi/ renicana
tindalk lanjut)

Evidence kriteria 3:
Lakukan anslisis atas hasil evaluasi akuntabilitss kinerja

E Y

Evaliasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seiurub unit kerja/ perangkat dasraii.

8uinber dats atau LAFORAN Evaluasi
Kinerja Internal lengkap dari semua
pengampu PX (Sub.Beg/Bagian/sekretaris)

Evidence kriterla 4:
Dokumen laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja

o

Bvaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologl Informasi [Aplikasi).

PERALATAN PENGUMPULAN DAN
ANALIBIS DATA KINERJA tidak dilakuken
manual melainkdn terintegrasi semua unit
hingga pimpinan Satker melatui Jaringan)
LAN, analisis data, formulasi dan safian
informaisi menggunakan ICT/web yang
mudah diakses kepada pihak yang
berkepentingan

Evidence Lriteria 5:
Aplikasi evaluasi SAKIP, Aplikasi Komdanas

4.2

Implementast BARIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas
Rinerja Interaal sehinggs memberikin kesin yang nysts (dimpak) 14,80

Belum

-

Seluinsh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinérja internal telah ditindaklanjuti.

LAPORAN HABIL TINDAK LANJUT DARI
Sataker dimane Target/Hasil/Rekomendasi
dari Monev--->sudah dibuat (1)
Perencanagan tindak lanjut sesuai
rekomendasi berupa reticana aksi/inovasi-
tindakan lebihyjadwal/pengendalian, (3)
pelaksanaan Tinjut dan pengendalian, (3)
Laporan hasil Tinjut

{Contoh Format Laporan Hasil Tindak
Lanjut Rekomendasi Evaluasi Kinerja)

Evidence kriteria 1:
Dokumen laporan tindak lanjut hasil evaluasi akuntablitas




1>

Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak larjut atas rerkoriendasi | BYARAT DATA SAKIP: Peningkatan Evidence kriteria 2:

hagil evaluasi akuntablites Kinerja internal. implementasi SAKIP dibuktikan, data Lakukan anali¢a terhadap Dokumen laporan tindak lanjut hasil
TINDAK LANJUT REXOMENDAS! HASIL evaluasi akuntablitas

MONEV TRIWULAN MENGHASILKAN: (1)
Satker berupaya fokus dengan target akhir
RENSTRA, jika darurat bisa direvin
herdasarken kondisi riil yang terjadi,

(2) PK disesuaikah mandat/Tusi
organiseel/crogscutting/anggaran/isu
strategis maka jika diperlukan dari hasil
Monev trivulan biss direviu,

(3) perigukuran kinerja, terdapat analisis
perbandingan target dim PK secare
berjenjang dg realisasi jelas,

{4) pengelolaan data kinerja yaltu
pencatatan, pengolahan dan pelaporan.
lebih tertib,

(5) pelaporan kinerje menampilkan
Informasi lebih riil dan berkelanjutan mulai
triwulan--tabunan disampaikan ke pithak
terkait,

{6) reviu dan evaluasi kirietia atas
{mplementasi SAKIP oleh APIP natuk
perbalkan sebelum dilaporkan (Perpres

28/2014 tentang SAKIP)

Hasll Evaluasi Akuntabilitas Kinerfa Internal telah dimanfeatkan untuk perbaikan dan peringkatan PENCAPAIAN/ OVER TARGET: Ada Evidence kriteria 3:

akuntabilitas kinerja: informaesi upaya-upeye perbaikan dan Lekukan analisa terhadap Dokumen laporan tindak lanjtit hasil
peninglkatan akuritabilitas kinerja {misalnya |evaluasi akuntablitag
ditetapkan inovasi/budaya

kerja/pengendalian) sehagai tindak lanjut
rekomendasi hagil Monev Triwulan sehingga

di alhir tahun Terget tercapai
4|Hasil darj Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan | EFIBIENGL; pada Fase : Evidence kriteria 4
efisiensi kinetja. Perencaiisdn Kinerja-->berkat Moriev yaitu |Lakukan analisa terhadap Dokumen laporan tindak lanjut hasil

HPY guatu PBJ avaty kegiatan yang lebih  |evaluasi akuntablitas
tendah dari nilai anggaran di DPA tanpa
metigurangi Spec urituk efisiehsi,

Pada Fase Pengukuran Kinerja Triwulan -->
berkat Monev ada upaya pengheématan
anggaran pelaksanaan keglatan ...dst
EFEKTIVITAS bahwa hasil rekomendasi
Monev Triwulan bersifat pengendalian
kinerja mendukung ke arah pepcapajan
sasaran PK/Output/Outcomes kegiatan




ILUSTRASI LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI EVALUASI KINERIA INTERNAL TRIWULAN 1 TA 2021

PERJANSIAN KINERIA volum/Target Hasil Pengukuran Kinerja TW 2 dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Monev TW 2
No = MONEV TW 2 {10 Juli 20...) TINDAK LANJUT REKOMENDASI MONEV TW 2
1| sat
S Ind Kinerja b Tasget | Hasil Keter Hambatan | Rekomendasi R Aksl Tinjut Jadwal Pelaks; Tinjut Hasil Tindak Lanjut

Pelaksanaan

Capaian target
sasaran

Efisiensi Sumber
daya




KOP SATKER

ILUSTRASI RENCANA AKSI MONITORING DAN EVALUASI/PENGUKURAN KINERJA INTERNAL SECARA BERKALA

Tahun 20xx
Nama Satker
Kepala Satker Bapak Budi
Tahun Pelaksanaan 2021
100
No abatar Tugas dan Fungsi (Salin dari Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja Tahun Target TW 1 T™W 2 TW3 | Penanggung
Tusi masing2 bagian) {Renstra/Renja) 2021 Tahun 2021 Target  |Realisasi Target  [Realisasi Target Jawab
lﬂKepala/Ketua Satker  }{Salin dari Perda Tusi) Indikator Kinerja Utama PK Satker dengan Pimpinan 50%
(Renstra/Renja) Ka Satker
2|Sekretaris PK Ses ke Ka/Ketua Satker Sekret
Kabag.... 1.a PK Kabag ke atasan
Kabag ... 1b
.......... dst
4fkabag.... Kabaﬁ_
Kasubag.... PK Kasubag ke atasanya
Kasubag....
5|Kasubag.... H_ Kasubag__
Staf.... PK Staf ke atasanya
Staf....
APA YANG HARUS DILAKUKAN UNTUK SETIAP AKHIR MONEV PENGUKURAN KINERJA PER-TRIWULAN?
Yang dilakukan 1. Buat Jadwal MONEV pengukuran kinerja internal Triwulanan (tetapkan tanggal-tanggalnya Péréncanaan
2. Bagian Perencanaan membuat Undangan 1 pekan sebelum jadwal tersebut dan meminta setiap
Bagian membuat Laporan Kinerja Triwulan berjalan Perencanaan
3. Saat Monev masing-masing bagian mePRESENTASIKAN CAPAIAN/TARGET triwulan yang dievaluasi,
menjelaskan kinerja yang dilakukan, pengendalian yang dilakukan, kendala jika ada sehingga target Kepala Bagian
tidak tercapai
4. Saat rapat Monev, buat notulen berisi Capaian target Triwulan berjalan dari setiap bagaian Target2
yang tidak tercapai berikut REKOMENDASI untuk DITINDAKLANJUT! Bagian ybs Perencanaan
5. Buat rahgkuman hasil Monev Triwulan berjalan berisi {Bagian, target belum tercapai, kendala,
Perencanaan

rekomendasi tindak lanjut)

6. Setiap Bagian membuat rencana kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut

Kepala Bagian




KAMUS IKU BLDK

KU : il |
\Usulan Alternatif
: ¥ B . P v N ] )
Nama KP| # Jumlah Lapor;n Hasil epehtian dan pengernbangan yang dimanfaatkan untuk # lumlah rekomendas! kebijakan hasil penelitian
penyelenggaraan Peradilan
Mengukur jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahari , . . .
Definisi rekomendasi dalam penyelenggaraan peradilan, yaitu sebagai bahan rekomendasi Mengukur jumiah rekomendas! hasil penelitian dalam penyelengga-raan

penyusunan RUL, PERMA, SEMA, Pedoman/Standar di Mahkamah Agung, Penyusunan
Kurikulum Dikiat, dil.

peradilan yang disampaikan secara resmi kepada Pimpinan dan Unit terkait
ditahun berjalan

Formula Perhitungan

(A/B) * 100%

(A/B) * 100%

A= Jumlah Laporan Penelitian

A= Jumlah Laporan Penelitlan

B= Target Laporan Penelitian

B= Target Laporan Penelitian

Satuan Digunakan

# Jumlah

# Jumiah

Trend/ Polaritas

Positif (semakin tingg! semakin balk).

Positif (semakin tinggl semakin baik)

Sasaran Diukur

iMeningkat‘nya kualitas hasil penelitian

Menlingkatnya kualitas hasii penelitian

Sumber Data

Laporan Penelitian

Laporan Penelitlan

Periode Pengambilan Data

Spot sesui Jadwal penyelesaian laparan penelitian

Spot sesul jadwal penyelesaian laporan penelitian ditahun berjalan

Metode Pengambilan Data

Arsip Pelaporan

Arsip Pelaporan

Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan

Positif {semakin tingg! semakin baik)

Positif (semakin tinggi sermakin balk)

Threshold/ Ambang Kinerja

e < 100% I

100% > 100% < 100% 100% e > 100%
Pehanggung Jawab Kapusdiklat Teknis Kapusdikiat Teknis
1. # Jumlah standar layanan penyelenggaraan penelltian dan pengembangan dan pendidikan |1, # Jumlah standar fayanan penyelenggaraan penelition dan pengembangan
KP1 Terkait |dan pelatihan

2. # Indeks Kepuasan peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Kediklatan

dan pendidikan dan pelatthan
2. # Indeks Kepuasan peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Kediklatan

Keterangan Lain

Rekomendasi hasil penelitian terkalt penyelenggaraan peradilan dalam bentuk memo dan
atau surat resmi kepada Pipinan dan unit terkait

Rekemendasi hasil penelitian terkait penyelenggaraan peradilan dalam
bentuk memo dan atau surat resmi kepada Pipinan dan unit terkalt




REKAPITULAS! LAPORAN HASIL PENGUKI

NAMA SATUAN KERIA
PERIODE PENGUKURAN

URAN KINERIA INTERMAL PERIODIK {TW 1, 2, 3, 4} TAHUN 2021

PIMPINAN SATKER/BAGIAN : BAGIAN/ SUB.BAGIAN )* coret yang tak perlu
PENANGGUNG JAWAB o
ILUSTRASI FORMULIR PEMANTAUAN KINERJA BALITBANG DIKLAT KUMDIL
Periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desemer 2021
p i R RIOD A p APA
A 5 (2 A AP A APAIA R A O
ASARA A b OR RIA A A .
Triwuionany Semester/ diisi dengan diisi dengon :
Fihune, argio syie "D Gl Threshod Pasition
EEE——m
Dilat 5 24 96% A 24 |96% 24
Diklat if 25 23 92% 23 02% 23
Meningkatnya karnpetensi SDM % SDM Peradilan yang meningkat kompetensinya
Peradifan di Bidan Teknls Peradilan  |setelah mengikuti diklat teknis peraditan Diklat Ii 5 0  80% 20| 80% 20 E=——
Diklat IV 20 18 95% 19| 95%| 18
Diklat v 5 L 100% S| 100%| S
JUMLAH CAPAIAN KPi 1 100 3 | 1% 91
Laporan 1 o % o |o% o
Penelitar....
Meningkatnya kualitas hasil . . laporan - =
penelitian dan pengernbangan untuk #Jumléh Laporan Hasil Penelitian dan pengembar.\gan Penelitan.... 1 2 200% E] 2 200% 2
' gl yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Peradilan Yavoran
penyelenggaraan peradilan pors 1 1| 100% 1| 100% 1
Penelitan....
Laporan
Penelitan.... b ¥ 00% i) o0% 1
JUMLAH CAPAIAN KP12 4 4 100% 4
Penyusuhan 1 0 % o 0% o
pedoman k...
1). #lurnlah standar layanan Penyelenggaraan P
Penelitian dan Pengembangan dan Diklat enyusunan 1 2| 200% 2 2 | 200% 2
vedoman L......
Penyusunan i N 100% 1| 100% 1
c=doman L.....
Penyusunan
Meningkatnya standar layanan pedoman|..... ! 100% 1 100%
penyelenggaraan penelitian dan Jumiah indikator 1 4 4 100% 4
pengembangan dan pendidikan dan | 2). # Indeits Kepuasaan Peserta Diklat tarhadap Indeks kegiatan
y N 4,19 T2% 2 72%
pelatihan Penyelensiaraan Kediklatan Diklat 1
Indeks kegiatan
Diklat 1 4,19 4 95% 4 95% 5
Indeks kegiatan
Diklat 1 4,18 4 9% 4| 95% a
Indeks kegiatan
Q
Diklat 1 418 4 os% af 5% 2
indeks kegiatan
piklat 1 419 255 4| o5
Jumish Indikator 2 418 38 91% 38
JUMLAH CAPAIAN KP| 3 :‘;" o
. A Diklat | ] 24|  oey TR = 24 |96% 24
;li:;?g::fﬁﬁ:\mxtenf' SEi dan | % SDM Peradilan yang meningkat Kompetensi setelah pikiat 23 23 9% 23 | 9% 23
kot ! Dlaang Manajemen €en | engikuti Diklat Manajemen dan Kepemimpinan | Dikiat 1 25 20 80% 20| 80% 2
epermimpinan Diklat 1V 20 19 05w 13| o5%| 19
S 5 100% . 51100% S
JUMLAH CAPATAN KPi 4 100 9 91% 91




ILUSTRAS] ANALISIS EFISIENS|

SASARAN STRATEGIS 1

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN
AKUNTABEL

Data Realisasi Tahun 2021

Indikator Kinerja Target 2021 Realisasi 2021 Capaian Kinerja Target Realisasi Result
1). Jumlah sisa perkara Jumiah perkara
- Perdata 70% 65% 93% 50 46 93%
- Pidana 100% 100% 100% 40 40 100%
2). Jumlah perkara yang ditangani
- Perdata 70% 50% 71% 100 71 71%
- Pidana 100% 100% 100% 100 100 100%
Rata-rata capaian kinerja fisik 85% 79% 93% 290 258 89%
Rata-rata capaian kinerja keuan_gil 20.000.000.000 19.500.000.000 98% 20.000.000.000 18.500.000.000 98%
Kriteria :
Cpaian kinerja fisik < capaian realisasi anggaran, disimpulkan bahwa
kegiatan penanganan perkara tidak efisien.

Biaya per perkara 68.965.517 75.623.269 Efisien

Capaian Kinerja Fisik Sasaran 1 efektif yaitu sebesar 93%.
Realisasi keuangan lebih kecil dari anggaran yaitu sebesar 98%

Karena capaian kinerja fisik (93%) < realisasi anggaran (98%), maka Sasaran 1 belum dicapai secara Ffisien.

Ketidakefisienan tersebut disebabkan tinggi perkara perdata yang tidak selesai tepat waktu

Tindak perbaikan yang teiah dilakukan
Kerjasama dengan penggugat dan PA/PN lain.
Belum ada

Tindak perbaikan yang akan dilakukan

Peningkatan kerjasama, pemastian keberadaan tergugat, kerjasama antar PA/PN
Peningkatan transparansi atas kasus kasus yang mengajukan upaya hukum.




CONTOH FORMAT LAPORAN KINERJA INSTANS] PEMEMINTAR

Sist ik

4,

D rang dianjurk dalah sebagai berikus

Babl Pendahuluan
Pada beb ind disagken psnjelasan wmum  organisasi,

tigan P kepsda aspek .
serta dahan vtana f o9 iad} yang sedang
dinadapi organisass.

Bah 1l Perancanssn Xineria
Pada bab ini diuraikan ringkasav/idehtisar proanian
Kineja tahuan yang bersangkutan.

Bab Il Akuntabilitas Xinerja

A,

~

Capaian Kingrye. Orpanivasi
Pada sub bad int disaydoan ixn kinerya erg i
untuk tetiap permy icineria trategi
Orgasicatt tetuni dengan hasd pangulran kinesia
organisast. Untul setiap pernyatassy kinena sasaran
siratagis tersebut dilakukan analitis capuan kinens
sabAgM berilout:

1. Mambandinskan antsra targat dan realisass

Kinens talnim ini;

2, Membas

seadicast ¥ o serta
ian kinarja tabun ini d tahn lahu dan
baberapa tabun teraldiir;

8. Mambuidingkan walisass kinaia sampai dengan
tahur ind dangan target Jangin nwnengsh yang
thrdapat dalans deluman Ferancansan stratepi
SIZALAL;

4. Mambandungican reatisasi kinega tahyun inf
dangan standar nasional Gika adaj;

5. Analisis penyebab keberhasiian /3 Ia5 mtau
8 Ty ) 1arta alt:
tolusi yaag telah dilakulcan;
€. Anslins atas efisiens! pengrunaan sumber daye;
Anal e yang yneg
Reberhasiian P b s
penyAiany Janstal

#. Faalisns Angparan
Pada tub Bak ins Amarakan reAlSKS] ANPZATAR YARE
dizmnakan den  yang  talah  digunaken  untuk
myrwiicen  inessa 4 4 sesun  deng
dolumen Peganyan Kinerin,

Bab IV Penutup
Pads bas il draraican smpulnh umum AT SRpalan
neGa orpauutAs: FTA iangkab di masa mendatansg

yang akan 4z

antuk bt

Rinenzanya.

Lairipai by

1) Pegganjian Kinega
2j Lain-lain yang dianggap peris

LASTFRA FEFSAN
NEER a0

LILAN KINERSA TAKUN JINX

ATUAN EERIS

it RISERS A

ANAK LAMPIRAN Itt73.2
COXTOH PERNYATAAN FORMULIR TELAH DIREVIU

He Lasacan Imialeator Knerga Tergnt
i = 1% -
Hegietan Aaggsean
¥
w0y
At Lan Farpatan betm Punjanas Satien

Faialaiin peseitian Teiadas Ampaan 4 stne xoa.al Levapas et

Lo PRGA R3

Vil
2 Pada kejert 2 4

v Uiy

SENTAL LATATSN. AIALESIL wATAAL Rera Rtou Moodees

rerekhi VANS Lelial oA STl pada talian rane Bercanekatan

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAM/LEMBAGA/PELDA
TAHUN AXGGARAN

mmmmmesmdp!mM
(Kamenterian/Lembaga/Pemda) untuk tbur anggaran............. . $asusi
Pedoman Peviu atas Lap Kinsersa, Sul i irfe yang d t
dilamn  Laporan  Xenarjh  menjadi nggung jawab manaiunen
K rian/Lembaga/Pend -

Reviu bartaiuan ustuk memberican: keyals
talah disajilean sacara alourat, andal, dan valid.
Berdatarksn reviu kami, tdsk terdapat kondisi atau habhal yang

imbulkan parbedssn dalam meyakini keandslan informesi yang
disagiiean i dalam lapotan Kinerja ins.

ferbatas laporan kinesja

WNama Kots), tanggal, bulan, tabuni

1 Rk
(3

nama Penanda tangan)
Nip




LAMPIRAN 5

FERATURAN LHENTER: PENDAYAGUMAAN
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PETUSJUK TEEMIS PERIANJIAN  XKINERJA,

PELAPORAN KINERJA DAX TATA CARA REVRY ATAS
LAPORAN EINERIA INSTANS: PEMERINTAM

PETUNIUK TEXNES
PEXYUSURAN LAPORAN KINERIA INSTARS! PEMEATRTAM

Pengsstinn Pelsporas Kinesgja

L Icinesi. o N
P ' P

bilitaz dari pelale tugas
dan fangel yang dipercayaken kepads tenap inttans: pemesintah atac
peaggunaen  angasan, Hal penting  yang  diperdul 4l

peny iap Einerin adalnhl panpuin neyje dan evaluasi

serta pengungkapan [disel ] dai hatit analizis terhadsp
pengulturan kinerja.

Tejuan gelapezen Kinesia

1. Memberilan infermasi § iR yang Jur kepada pembari "

atas kinerja vang talah dun 2ebtarusnya dicapai,
2. Sebagei  upays  perbadeas  berkexinambungan  bagi  inctansi

P SRR wansk injkaskan kinesanya.

Format lapsran kinesjs

Pads dacarnys laporan kinera disusun oleh setiap tingkaian organisasi

rang menyuzun peranian kinenns don menyapkan inf ! ¥

1, Urpisn cinglat crgasisasi:

2 R dax taxget b rja yang & s

3. Panguiuran kinegs;

+. Evaluuci dan Heic ¥ ;] k cetiap stratems Maw Basd
prog S kegi duan kend kkir yang sebarainya terwugned.
Anaticiz ini juga g staz ef pangg. svmber days.

“oneoh I lap E § dapat pade anak iampwan 11723

Penyampaian Lapsran Kinesja
Pimpinan Satuan Xegjs manpusun dan yampuikan Lap Kinenja
kapada Punpinan Unit Kerja. Pumpman unit kerjn menyasun Isporan
kiner: whunsn tingkst ust kers berdssarkans pryanjisn itene yans
dicepakat dan yampuksnnys kepada Menteri/Pimp

Lembaga.

MHaentery/ Pimpinan...

aw

Menvesi/Pinpinas Lembaga menyutun Lap Kemezin tah ingh

Kementerian/Lemlage Sard y perian Ieizsery yang
dirand re dany ¥ H keypsda L0 i Keuangan, Menteri
. Pembang Xastonal{Nepala Badsn Pearencanasn
Rembang: N L. dass BE Pandeyey Ap Negara
dan Raf Birokrazi paling lambar 2 [dua) bulan sesslah tabun
ANEEATAD Derakhir.

1 if Pimpi Lembaga  dapat menetapkan  suatu  perunjuk
pelak . N el penyampainn peranj Kinesn dan

pelaporan lnsxjs.

Kepala SXPD menyusus Inp kineria tah bardaterkan perianyian
kinerja yang disepaitas dan YA Puk y kepad

Gubarnur/Bupati/Walilera, paling tambar Y 1dual buinn catelah tabun
anggeran bDerakhic. BuparifWekh 3 Laperan Kizerja taksunan
pemenntak  Kabupsten/Esta  derd & » 2} seria yang
dizand 3 dan Fampail kepads Gud e i
P Pembang National/Kepala Sadan Perencanssn
Pembang N g, S Pendayag Ap Nagara dan
Raf Barod i, Aan 3 i Dal Kagers pabng lambas 3 (tgei

bulan sensiah tahun anggaran beyskhir.

Gud FBupan ¥ fap kine] i
bard e ¥ i i yang divandatangans dan
menyampaikannya epssa 2 Pei Pembang
Razional/Repaln Badan P Pambang N 3. M
Pendayag: Ap Negara dan Ruf i Birckrazi, dan M

Dalaan Nageri peling lamdat 3 tigal dulan setslah tahun ANFEATALL
berakhuw.

Gub - Bupat i adl dapat  menetapkan  sustu  patanjuk

paiskianaan mtersal & prayamp pevanian kiness dan

pelaporan kinena,

Pengukuran Kiserja

Salah satu fondazi dalam % i Rinesya adalah

pengukuran kinegs dalam sangk j danys penngl dalam

palayanan publik dan g RaeH e il deng Tkl

klanfileazs ougput dan outcome yhng akan dan seharusnya dieapas untuk
dahkan terayudara org i yang sicuntabel

Pengui hinerya diaduk denp bandingl Jnena

yang [teharaiaya] wrads deapan ki rang divnraph Prngal

kinerja in: dilakulkan zecara berkels (mivulan) dan tahunan. Pengukuran
Dan Pembandingan..

17

dan pumbandimgen lunerja  dalam laporan kinesia haruz  cukup
menggambarkan positi Kinerja inzetans: pemarintah.

Indikater Kinerja

Indikator kinerja adaiah uk keberhasilan ysnpg mengpambarkan
wsuiudnya kinerja. tercapminya hacil pregram dan  hasil kegintan.
Indikator kinerja & 11
organizazi. Indiikator lanerjn yang digunal harus i Jeri

P intah harus selaras antay smsphkatan usnic

spesifik. dapar diukur, dapat dicapai, relevan, dan ezua: dengan kurun
waku tertentu.

Indikater Kinegs Utama

Indikator Kinens Uwnma IKU) merupakan uluran kebeshasslan yang
menggambarkan kinerja i i p tntah sesnsl dengan tugst
funges certe mander jcore dusiness) yang diemban. IV dipilih darni
separangkat indikator kinesja yang berbasid  diddentifikasi dengan
memperhatican pretez bi erganisaci dan ) in indikacer anerja
yang batk, (KU perdu ditetaphan oleh pimpi Xem ins1fLembagn/
Persarintah Dacrah sebagai dazsr penilaisn untuk sstiap wngkatan
organitasi Indikator Kinerjn pada cingkat KXememterian/Lembasa/
Prmarintah Daeral tékurang-iarangnyn adalah indikator hastl joutsomel
cezuani  dangar  kewenangan, wugat dan  fungsinya macing-maung.
Indikator kinerja pada unit kena {cetingkar Ezelon 1) adalab mdikasor
hasil joutcorie) dan atan kelusran foutpur} yang setingkat lebih tungss dari
keluaran foupus) unst kerja dibawahnya. indiknter kmena pada unit kena
icetingknr Ecelon I} sckurang-kurangayn adalah indikater kelunran
putpus;.

Pengumpnlun Deta Kinerja

Sebagai salak tamn B Xk transy i dan ab balitss serta untale
memudahias pengelolann kiness, makn data kinerja harut dikumputican
dan d gioum. Pengumpulan dan parangkuman harnz memperhatikan
indikator Juneria yang digunskan, frekuensi prugumpulan  daia,
penangpanpanab, mekansme perhiitungan dan medsa vang digunskan.
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Pengisian jawaban dilakukan pada sub-komponen, sétiap sub-komponen dinilai berdasarkan
pemenuhan kualitas dari kriteria (sebagai probing), dengan pilihan jawaban
AA/A/BB/B/CC/C/D/E sesuai dengan gradasi nilai, sebagai berikut:

Keberadaan:

Jika selurah kriteria telah terpenubi (100%) dan telah
dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun tesakhir.
Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah

o = dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.
BB 30 Jika kualitas selurah kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan
mandat kebijakan nasional.
B 70 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
cc 60 ]ikakuaﬁ!assehgianbesrhimﬁawlahterpemmpm%-%%l
c 50 Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D 30 Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi
0% - 25%).
E 0 Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria
penilaian akuntabilitas kinerja.
Kualitas:

Jika kualitas sehouh kriteria telah terpenuhi (100%) dan
AA 100 terdapat upaya inovatilf serta Iayak menjadi percontohan
Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan

A 90 terdapat beberapa wupaya yang bisa dihargai dari
pemenuban kriteria tersebut.
BB 80 Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi {100%) sesuai
dengan mandat kebijakan nasiopal.
Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% -
B 70 100%).
cc 60 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%

75%]).
Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% -

C 56 50%)

b 30 Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai
dipenuhi {>0% - 25%).

E 0 Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan

kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Jika kualitas seluruh lriteria telah terpenuhi (100%) dan
AA 100 terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan
Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi {100%) dan
A 90 terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari
pemenuhan kriteria tersebuf.
Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai
dengan mandat kebijakan nasional.
Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% -
100%).
Jika kualitas sehagian besar kriteria telah terpenuhbi (>50%
75%}.
Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% -
50%).
Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai
dipenuhi (>0% - 25%).
Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan

BB
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